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ABSTRAK

Penelitian ini fokus terhadap penerapan penatausahaan, pengelolaan dan
pelaporan alokasi dana desa (ADD) di Desa Bimorgo pada Tahun 2015.
Penatausahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan dan
mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab
pemerintah desa kepada publik. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui makna
penatausahaan, pengelolaan, dan pelaporan alokasi dana desa (ADD) di Desa
Bimoregjo. Penelitian ini didukung dengan adanya pengawasan teknis, operasional
dan evaluasi yang dilakukan Tim Pendamping Kecamatan, Badan Pemberdayaan
Desa guna membuktikan adanya penerapan akuntabilitas dan transparan dalam
pengelolaan alokasi dana desa di Desa Bimorejo. Pengumpulan data dilakukan
dengan metode observasi terbuka dan wawancara. Sebagai informan penelitian ini
ada 4 responden yaitu BPM-PEMDES, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara
Desa. Penelitian ini adalah penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan penatausahaan,
pengelolaan dan pelaporan alokas dana desa (ADD) sudah menerapkan prinsip
akuntabel dengan indikator partisipatif, transparan dan responsif sesuai dengan
pedoman yang berlaku.

Kata Kunci : Alokass Dana Desa, Penatausahaan, Pengelolaan, Pelaporan,
Akuntabilitas, Transparansi
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ABSTRACT

This experiment focuses on the application of the administration, management
and reporting allocation of village funds (ADD) in the village in the year 2015.
Bimorgjo Administration as a form of accountability, presentation, reporting and
disclose all activities and activities that are the responsibility of the village
government to the public. This study was conducted to determine the meaning of
the administration, management, and reporting allocation of village funds (ADD)
in the village of Bimorgo. This research was supported by the technical
supervision, operational and evaluation the District Assistance Team, Village
Empowerment Agency in order to prove the application of accountability and
transparency in the management of the allocation of funds in the village of Desa
Bimorgjo. The data collection was conducted using an open observation and
interviews. As the research informants have 4 respondents, BPM-PEMDES, the
village head, village secretary, treasurer village. This research is descriptive
analysis with a qualitative approach. The results of this study indicate that the
application of the administration, management and reporting allocation of village
funds (ADD) has been applying the principle of accountability to the indicators
participatory, transparent and responsive in accordance with applicable
guidelines.

Keywords: Village Fund Allocation, Administration, Management, Reporting,
Accountability, Transparency
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RINGKASAN

IMPLEMENTASI PENATAUSAHAAN, PENGELOLAAN, DAN
PELAPORAN  ALOKAS DANA DESA DALAM PROSES
PEMBANGUNAN DESA BIMOREJO KECAMATAN WONGSOREJO
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015. Maulita Sofie Ristiansari;
120810301123; 2016; 86 haaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Jember.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (good government) menjadi
prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan
bangsa dan negara. Karenanya tidak berlebihan jika penyelenggaraan
pemerintahan yang baik menjadi salah satu indikas terwujudnya pemerintahan
mandiri dan inovatif sebagai upaya menggali potensi desauntu pemberdayaan
masyarakat. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan
penatausahaan, pengelolaan, dan pelaporan dalam mewujudkan ADD yang
bersifat akuntabilitas dan transparans yang tepat, jelas dan nyata sehingga
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dapat berlangsung secara
tepat sasaran. Pentausahan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas
pengelolaan ADD terhadap masyarakat publik oleh pemerintah.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa
dari penerapan Penatausahaan, Pengelolaan, dan pelaporan yang apakah sudah
dilakukan sesuai peraturan yang berlaku di Desa Bimorgo Kecamatan
Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015. Peneliti memilih lokasi ini
dikarenakan lokas penelitian ini merupakan salah satu dari Kecamatan
Wongsoregjo yang merupakan desa pinggiran dan terpencil namun tidak menutup
kemungkinan melupakan pertanggungjawaban pengelolaan ADDdan salah satu
desa yang proses pembangunan cukup signifikan, Penelitian ini diharapkan
memberi manfaat terkait dengan penatausahaan, pengelolaan, dan pelaporan baik
secara fisk daam penerapan akuntabilitas dan transparandi Desa Bimorgo

Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini berlokas di Desa
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Xi

Bimorgo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi. Pengumpulan data
dilakukan dengan metode wawancara dan observasi kepada responden yang terdiri
dari BPM-Pemdes, Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa. Andlisis
data dilakukan dengan triangulas sumber, triangulasi tehnik, dan triangulasi
waktu dengan penyajian uji kredibilitas dari hasil data dan wawancara Hasl|
penelitian ini menunjukkan bahwa pada penerapan penatausahaan, pengelolaan,
dan pelaporan ADD di Desa Bimorgjo Kecamatan Wongsorego telah memenuhi
prosedur yang berlaku. Pengelolaan ADD di Desa Kedungrejo dapat dikatakan
telah cukup baik dan sesuai dengan petunjuk teknis dari kabupaten. Perencanaan
pengelolaan ADD diawali dengan mengadakan Musrenbangdes dengan
melibatkan Badan Pemberdayaan Desa dan tokoh-tokoh masyarakat. Pelaksanaan
ADD di Desa Kedungrejo telah sesuai dengan proporsi yang diharuskan dalam
petunjuk teknis, yaitu sebesar 20% untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan
80% untuk pemberdayaan masyarakat desa. Hasil pembangunan sarana fisik
dengan ADD tahun 2015 yaitu pavingisasi, perbaikan penahan jalan/Talud, Bedah
Rumah, dan Renovas Kantor Desa. Bentuk pertanggungjawaban penggunaan
ADD di Desa Kedungregjo dilakukan oleh bendahara desa dengan merekap setiap
kegiatan. Bentuk dari laporan pertanggunjawaban yang dibuat disesuaikan
berdasarkan format dalam petunjuk teknis pengelolaan ADD dari kabupaten.
Masalah yang muncul adalah kurangnya hasil evaluasi dan monitoring yang tidak
dilakukan pengarsipan tersendiri oleh Pemerintah Desa Bimoregjo.

Xi
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BAB 1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Berdasarkan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, yang mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan, diarahkan untuk dapat mempercepat terwujudnya keseahteraan
masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat,
serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan sebuah prinsip
demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah juga harus dapat
menunjang pelaksanaan tata kelola yang baik dalam melaksanakan pemerintahan
desa dengan melakukan transparansi, akuntabilitas, efektifitas, dan efisien
terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (Suparmoko, 2010).

Menurut Nordiawan (2012:7-8), Tujuan pokok dari akuntans
pemerintahan dalam pengelolaan keuangan  publik adalah dalam
pertangungjawaban, mangerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang
dilakukan pemerintah adalah dengan memberi informasi keuangan yang lengkap,
cermat, dan dalam bentuk dan waktu yang tepat selama periode yang ditentukan.
Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi dalam proses
mangjerial  seperti  perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan,
pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan
penilaian kinerja pemerintah atas keuangan publik. Selain itu juga diperlukan
adanya pengawasan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan
terkendali atas penggunaan keuangan publik.

Mewujudkan pemerintahan yang baik, perlu adanya peningkatan dalam
sebuah prinsip demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk
rakyat. Dalam sebuah proses demokrasi, peran ilmu akuntansi pemerintah
khususnya dalam prinsip akuntabilitas publik menjadi salah satu hal yang sangat
krusial karena menjadi prasyarat dasar dari keberhasilan demokras itu sendiri.
Akuntansi Pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik
dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola

keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan
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seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Keuangan publik bukan hanya
sebagal bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa
(Sherly, 2014)

Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas di
bidang pelayanan publik. Desentralisas kewenangan-kewenangan yang lebih
besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai
mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa.
Dengan diterbitkannya Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa, posis
pemerintahan desa menjadi semakin kuat. Kehadiran undang-undang tentang
Desa tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan
masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memagukan masyarakat dan
pemberdayaan masyarakat desa (Marwan, 2015)

Pemerintah harus dapat mengeluarkan sebuah kebijakan dalam
pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) yang cukup signifikan bagi desa untuk
menunjang program-program desa. Pengelolaan keuangan baik dari anggaran
sampai realisas harus dapat melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan aparat
Pemerintah Daerah. Kendala—kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah baik
Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan adalah kurangnya pengendalian
terhadap pengelolaan Dana yang berasa dari Alokasi Dana Desa, ha ini
disebabkan karena minimnya sumber daya yang ada dan kontrol dari Pemerintah
dan Masyarakat. Untuk itu perlu diketahui sgauh mana implementasi
penatausahaan, pengelolaan, dan pelaporan Alokas Dana Desa daam
Pembangunan Desa. Sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang
pengelolaan keuangan desa adalah kesdluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban
keuangan desa (Wida, 2015).

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah otonom yang ada di
Jawa Timur yang melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha
mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih
dan transparan. Pedoman alokasi dana desa tertera dalam Perbup No. 13 Tahun
2015 dan Perda No. 2 Tahun 2007 menjelaskan mengenai petunjuk pelaksanaan
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dan pedoman teknis Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah
dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk Desa, yang bersumber
dari Bagian Dana Perimbangan K euangan Pusat dan Daerah kecuali Dana Alokasi
Khusus. Bagi hasil dari Pgjak Daerah dan Bagi Hasil dari Retribusi tertentu yang
diterima Kabupaten. Alokass Dana Desa dilaksanakan dengan prinsip
keterbukaan/transparansi  sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik.
Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk
menyelenggarakan otonomi desa. Ketentuan penting yang harus dipatuhi oleh
setiap desa penerima Alokasi Dana Desa adalah memasukkan Alokasi Dana Desa
tersebut kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
K eberhasilan akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) sangat dipengaruhi oleh isi
kebijakan dan konteks implementasinya. Namun didalam pelaksanaannya
tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan
terhadap pengelolaan ADD dalam mendukung keberhasilan program (Arifiyanto,
2014).

Mengoptimalkan potenss desa berdasarkan kebijakan Pemerintah
Kabupaten Banyuwangi No. 13 Tahun 2015, kebijakan yang diambil dalam
mendistribusikan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan asas merata dan adil. Alokasi
Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah bagian dari ADD
yang dialokasikan kepada Desa dengan besarannya sama setiap desa. Alokasi
Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP merupakan bagian dari
Alokasi Dana Desa yang dialokasikan kepada desa dengan besaran sesuai dengan
hasil perhitungan atas variabel-variabel yang ditetapkan. Variabel-variabel yang
ditetapkan sebagal berikut :

1. Variabel potensi desa

2. Variabel tingkat kemiskinan

3. Variabel tingkat pendidikan

4. Variabel tingkat kesehatan

Setiap tahun pemerintah desa mendapatkan Alokasi Dana Desa yang
ditetapkan berdasarkan jumlah Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dan Alokasi

Dana Desa Proporsional (ADDP) menurut nilai bobot desa yang dihitung dari
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variabel utama dan variabel pendukung. Alokasi Dana Desa Minimum dibagikan
Dalam pelaksanaan secara merata sesuai yang telah ditentukan sebesar 80% dari
jumlah keseluruhan Pagu Alokasi Dana Desa sebesar Rp 49.520.000.000,00. dan
Alokasi Dana Desa Proporsional ditentukan sebesar 20% dari jumlah keseluruhan
ADD sebesar Rp 12.380.000.000,00 sesuai dengan variabel-variabel yang telah
ditentukan. Keseluruhan Alokasi Dana Desa dibagikan disetiap 23 kecamatan
yang terdiri dari 189 desa yang ditetapkan Kabupaten Banyuwangi pada tahun
2015 sebesar Rp 61.900.000.000. Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten
Banyuwangi  dilakukan sesuai dengan  Keputusan Bupati  Nomor:
188/273/KEP/429.011/2015 Tentang Penetapan lokas dan besaran Alokasi Dana
Desa Bagi setigp Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun anggaran 2015 yang
pelaksanaan sesuai  dengan asas merata dan adil yang dapat dilihat dalam Tabel
1.1 berikut ini :

Tabel 1.1 Pembagian Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2015

No Kecamatan Alokasi Dana Desa
(Rp)
1 Pesanggaran 1.769.427.000,00
2 Siliragung 1.675.643.000,00
3 Bangorejo 1.915.583.000,00
4 Purwoharjo 2.543.863.000,00
5 Tegaldlimo 2.962.618.000,00
6 Muncar 3.074.488.000,00
7 Cluring 2.829.185.000,00
8 Gambiran 1.887.176.000,00
9 Tegalsari 1.942.431.000,00
10 Glenmore 2.386.677.000,00
11 Kalibaru 1.677.970.000,00
12 Genteng 1.582.407.000,00

[y
w

Srono 3.176.904.000,00
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14 Rogojampi 5.755.152.000,00
15 Kabat 5.314.368.000,00
16 Singojuruh 3.515.772.000,00
17 Sempu 2.210.202.000,00
18 Songgon 3.125.345.000,00
19 Glagah 2.652.506.000,00
20 Licin 2.796.566.000,00
21 Giri 644.556.000,00
22 Kalipuro 1.654.589.000,00
23 Wongsorejo 4.083.015.000,00

Jumlah 61.900.000.000,00

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPM-
Pemdes) (data diolah, Maret 2016)

Penelitian ini dilakukan di Desa Bimorgjo Kecamatan \WWongsorejo yang
merupakan salah satu desa di Kabupaten Banyuwangi. Desa Bimorgjo ini masih
banyak membutuhkan sarana dan prasarana fisik dalam menunjang kesejahteraan
masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa untuk melaksanakan proses
pembangunan desa tersebut dimana pemerintah desa juga membutuhkan banyak
biaya. Salah satu program pemerintahan Kabupaten Banyuwangi yang dapat
menunjang dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat yaitu dengan
memberikan dana berupa Alokasi Dana Desa. Pemberian Alokasi Dana Desa dari
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk desa, diharapkan mampu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pembagian Alokas Dana Desa di
wilayah Kecamatan Wongsorejo dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut ini :

Tabel 1.2 Pembagian Alokasi Dana Desadi Kecamatan Wongsorejo Tahun 2015

NO DESA ADD Tiap Desa Presentase
(Rp)
1 Bangsring 355.233.000,00 8,70%

2 Bengkak 336.664.000,00 8,24%
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3 Alasbulu 380.164.000,00 9,31%
4 Wongsorejo 352.857.000,00 8,64%
5 Alasrejo 326.255.000,00 7,80%
6 Sumberkencono 330.028.000,00 8,08%
7 Sidowangi 332.255.000,00 8,14%
8 Sidodadi 339.339.000,00 8,31%
9 Bajulmati 313.139.000,00 7,67%
10 Watukebo 375.059.000,00 9,18%
11 Sumberanyar 322.527.000,00 7,90%
12 Bimorejo 319.615.000,00 7,82%

JUMLAH 4.083.015.000,00 100%

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPM-
Pemdes) (data diolah, Maret 2016)

Kecamatan Wongsorgo memiliki 12 desa diantaranya Desa Bimoreo
yang merupakan salah satu desa yang menerima Alokasi Dana Desa terkecil
kedua setelah desa yang lainnya. Meskipun Desa Bimorgo menerima Alokasi
Dana Desa yang cukup kecil tidak besar kemungkinan pihak pemerintah desa
mengabaikan sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa yang cukup signifikan. Oleh
karena itu pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan salah satu visi dan misi
Kabupaten Banyuwangi yang mementingkan kesgjahteraan masyarakat desa
melalui optimalisasi penggunaan Alokasi Dana Desa yang sesuai dengan arah
kebijakan nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPIMD) Kabupaten Banyuwangi.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa ditemukan beberapa kendala-kendala
yang berkaitan dengan Alokasi Dana Desa seperti penyusunan kegiatan Alokas
Dana Desa yang terkadang tanpa ada sebuah informas kepada masyarakat dan
minimnya kinerja sumber daya manusia dalam pengelolaan (APBDes) sehingga
diperlukan evaluas kegiatan setigp bulannya oleh beberapa tim pendamping
Kecamatan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tahap evaluasi dilakukan
untuk menilai dan mengukur kinerja Pemerintah Desa apakah sudah sesuai


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa baik kegiatan operasional Pemerintah Desa dan
Pemberdayaan Pembangunan Desa bertujuan untuk menerapkan prinsip

transparansi dalam pertanggungjawaban pengel olaan keuangan daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini

adalah :

1. Bagamana implementass Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan
Perbup No. 13 Tahun 2015 dalam penatausahaan, pengelolaan, dan
pelaporan Alokasi Dana Desa Bimorgjo ?

2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana
Desadi Desa Bimoreo?

3. Hambatan apa sga dalam pengelolaan keuangan Desa Bimoreo
sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 20147

[.3  Tujuan Pendlitian

Sesual dengan perumusan masalah sebagaimana di atas, maka tujuan

penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi Permendagri No. 113 Tahun 2014
dan Perbup Banyuwangi No. 13 Tahun 2015 penatausahaan,
pengelolaan, dan pelaporan Alokasi Dana Desa Bimorejo.

2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk  pertanggungjawaban
pengelolaan alokasi dana desadi Desa Bimorejo.

3. Untuk mengetahui hambatan dalam pengelolaan keuangan desa sesuai
dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.
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1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
sebagai berikut :
1 Bagi Instansi Pemerintah

Hasil pendlitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan
wawancara bagi pemerintah desa di Desa Bimoregjo untuk lebih meningkatkan
adanya Implementasi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dimulai dari
tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dana Alokasi Dana Desa
dengan meningkatkan kinerja Pemerintahan desa dalam mengawasi dan
memberikan evaluasi untuk menghadapi kendal a-kendal a kedepannya.

2. Bagi Akademisi

Penedlitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan  tambahan,
infformasi dan pengetahuan kepada peneliti selanjutnya mengenai pengelolaan
Alokasi Dana Desa yang diawali dengan tahap perencanaan, pelaksanaan,

pertanggungjawaban, pengawasan, dan terakhir evaluasi.

3. Bagi Perangkat Desa Bimoreo
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman
dalam perangkat desa Bimorgjo mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk

proses kemajuan pembangunan desa Bimorgjo.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA
21  Definisi Implementas

Implementasi  diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan yang
dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang telah dirancang atau didesain
untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. Implementasi merupakan salah satu
tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang
dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah
dianggap sempurna. Secara etimologis implementasi dapat dimaksudkan sebagai
suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan
penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Sehingga bila dirangkaikan
dengan kebijakan publik, maka kata implementasi dapat diartikan sebagai
aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah
ditetapkan dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai sebuah tujuan
(Tahjan, 2008:24).

Analisis implementasi dari program menunjukkan penilaian ‘“kapasitas
kekuatan” para pelaku, kepentingan strategi mereka untuk mencapainya dan
karakteristik yang terkait. Hal ini membantu penilaian potensi untuk pencapaian
tujuan kebijakan dan program. Dalam pencapaian tujuan—tujuan tersebut pejabat
menghadapi 2 (dua) masalah lokal yang memunculkan interaks lingkungan
program dan administrasi program. Pertama, pejabat harus mengenali masalah
tentang bagaimana mencapai kesesuaian dengan tujuan akhir yang ditetapkan
dalam kebijakan. Sisi lain dari masalah pencapaian tujuan kebijakan dan program
dalam lingkungan khusus adalah respon. ldealnya, institus publik seperti
birokrasi harus responsife terhadap kebutuhan mereka yang dimaksudkan sebagai
sasaran tujuan agar bisa melayani secara tepat. Masalah kedua, adalah
memastikan jumlah respon yang sesuai dalam memberikan fleksibilitas, dukungan
dan timba balik bersamaan dengan pengelolaan distribusi sumber daya untuk

mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan (Napitupilu, 2007:4).
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2015 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah diatur
beberapa pokok penggunaan keuangan desa. Pada pasal 100 PP No. 47 tahun
2015 disebutkan :

1. Belanja Desa yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB)
Desa digunakan dengan ketentuan:

a. Paling sedikit 70% dari jumlah Anggaran Belanja Desa digunakan untuk
mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan
Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa; dan

b. Paling banyak 30% dari jumlah Anggaran Belanja Desa digunakan untuk:

1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
2. Operasiona Pemerintah Desa;

3. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desga;

4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.

2. Dalam perhitungan Belanja Desa pendapatan yang lainnya bersumber dari hasil
pengelolaan tanah bengkok.

3. Hasill Pengelolaan tanah bengkok dapat digunakan untuk tambahan tunjangan
kepada Desadan perangkat Desa yang bersumber selain penghasilan tetap dan
tunjangan kepada Desa.

4. Hasil pengelolaan tanah bengkok sudah diatur dalam peraturan bupati/walikota.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 Keuangan desa
hanya dibatass untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa,
pel aksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan
masyarakat desa, dan membayar penghasilan maupun tunjangan insentif bagi
perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa dan rukun tetangga/rukun warga.
Daam meredisasikan APBDesa, Kepala Desa bertindak sebagai  koordinator
kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat desa dan masyarakat desa.
Pelaksanaan kegiatan harus mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia

dan sumber daya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan
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gotong royong masyarakat. Selain itu, APBDesa juga dapat digunakan untuk

pembangunan antar desa atau biasa disebut pembangunan kawasan perdesaan.

Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar

desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas

pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan
pembangunan partisipatif. Inisiatif untuk melakukan pembangunan kawasan
perdesaan dapat dilakukan secara bottomrup dengan pengusulan Kepala Desa
kepada Bupati/Walikota dan dapat juga secara top-down sebagai program

Gubernur atau Bupati/Walikota (BPMPD, 2015).

Hal lain yang dapat didanai oleh APBDesa adalah kegiatan pemberdayaan
masyarakat. Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan memampukan desa dalam
melakukan aks bersama sebagal suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa,
kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, serta
kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Sesuai dengan pasal 127 ayat (2) PP No.
47 tahun 2015 pemberdayaan masyarakat desa dilakukan dengan:

a.  Mendorong partisipas masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan
desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa.

b. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara
berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber
daya aam yang ada di desa.

c. Menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan prioritas, potensi,
dan nilai kearifan lokal.

d. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan
warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal.

e. Mengembangkan sistem transparanss dan  akuntabilitas dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan desa.

f.  Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat.

g. Mendorong partisipas masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa yang
dilakukan melalui musyawarah desa.

h. Menyeenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia

masyarakat desa.
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i.  Melakukan pendampingan masyarakat desa yang berkelanjutan.
j.  Meakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa
dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat

desa.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan tersebut, masyarakat dan
pemerintah desa dapat memperoleh bantuan pendampingan secara berjenjang.
Secara teknis, pendampingan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah
kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader
pemberdayaan masyarakat desa, dan pihak ketiga yang dikoordinasikan oleh
camat di wilayah desa tersebut. Ketentuan tentang pendamping bagi masyarakat
dan pemerintah desa telah diatur pada pasal 128-131 PP No. 47 tahun 2015 dan
Peraturan Menteri Desa No. 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. Dalam
melaksanakan kegiatan dengan menggunakan APBDesa, pemerintah desa juga
dapat melakukan pengadaan barang dan jasa. Pengaturan terhadap proses
pengadaan barang dan jasa di tingkat desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Perundangan yang berlaku.
Hingga laporan ini dibuat, pedoman Peraturan Perundangan yang dijadikan acuan
adalah Peraturan Kepala LKPP No. 13 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara
Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

2.2  Alokas Dana Desa (ADD)

Berdasarkan kebijakan peraturan pemerintah yang sesuai dengan amanat
Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, guna
mempercepat upaya pemberdayaan masyarakat, pemerintah Kabupaten
Banyuwangi harus dapat mengalokasikan bantuan keuangan kepada Desa dalam
bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Didalam Peraturan Bupati Kabupaten
Banyuwangi Nomor. 13 Tahun 2015 menjelaskan tentang mengenai tata cara
penetapan Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang
dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari Bagian
Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah kecuali Dana Alokas Khusus,
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Bagi Hasil, dan Pgak Daerah dan Bagi Hasll Retribus tertentu yang diterima

Kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang

diterima Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Setigp tahun

pemerintah desa mendapatkan ADD yang ditetapkan berdasarkan jumlah ADD

Minima dan ADD Proporsional menurut nilai bobot desa yang dihitung dari

variabel utama dan variabel pendukung. Perhitungan besarnya ADD Minimal dan

ADD Proporsional sebagaimana perhitungannnya adalah sebagai berikut :

a 80% (delapan puluh persen) dari pagu ADD yang digunakan untuk ADD
Minimal yang dibagi secara merata kepada Desa.

b. 20% (dua puluh persen) dari pagu ADD yang digunakan untuk ADD
Proporsional yang dibagi kepada desa berdasarkan nilai bobot desa
masing-masing.

Menurut Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Alokas Dana Desa Kabupaten Banyuwangi untuk menghitung
Alokasi Dana Desa secara merata dan adil adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan ADD
ADD = ADDM + ADDP

Keterangan :

a ADD = Alokasi DanaDesa

b. ADDM = Alokas Dana Desa Minimal

c. ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional

2. Perhitungan besarnya ADD Minimal setiap desa ditentukan dengan
menggunakan rumus sebagai berikut :

ADDM = 80% x Jumlah Pagu ADD
Jumlah Desa se-Kabupaten
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3. Perhitungan besarnya ADD Proporsional setiap desa ditentukan
dengan menggunakan rumus sebagai berikut

ADDP = 20% x Nilai Bobot Desax Jumlah Pagu ADD

Perhitungan besarnya nilai bobot setigp desa ditentukan
berdasarkan indikator sebagai berikut :
1. 25% (dua puluh lima persen) untuk aparatur pemerintah desa
2. 25% (dua puluh lima persen) untuk indikator jumlah penduduk
desa
3. 35% (tiga puluh lima persen) untuk indikator angka kemiskinan
4. 15% (lima belas persen) untuk indikator luas wilayah desa

3. Perhitungan Pagu ADD kabupaten/kota sebagai berikut :

Pagu ADD = 10% x (Dana Perimbangan — DAK)

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi No 13 Tahun 2015
Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBDes wajib menga okasikan
hal-hal sebagal berikut :

1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

digunakan maksimal 60% (enam puluh persen).
b. ADD yang berjumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai
dengan Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50%
(lima puluh persen).

c. ADD yang berjumlah Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) sampal
dengan Rp 900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal
40% (empat puluh persen).

d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 900.000.000 (Sembilan ratus juta

rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh persen).
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2. Penyelenggaraan Pemerintah Desa
ADD yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa paling
banyak 50% (lima puluh persen) dari total ADD setelah dikurangi untuk biaya
penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diarahkan untuk
menunjang :
a. Operasional penyelenggara Pemerintah Desa, yang digunakan untuk
menunjang kegiatan—kegiatan Pemerintah Desa.
b. Tunjangan dan Operasiona Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pembangunan
ADD vyang digunakan untuk pembangunan dan Pembinaan
kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat desa paling sedikit 50% (lima
puluh persen) dari total Alokasi Dana Desa setelah dikurangi untuk biaya
penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diarahkan untuk :
a. Perbaikan/Pembangunan sarana dan prasarana fisk desa atau fasilitas
umum desa lainnya.
b. Penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya yang dianggap
penting.
c. Mendukung program-program Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan
Pemerintah Kabupaten.
4. Pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat.
a. Kegiatan Pemeliharaan pembangunan sarana dan prasaranafisik desa.
b. Kegiatan kelembagaan desa

c. Kegiatan yang menunjang program-program Pemerintahan
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2.2.1 Penatausahaan Keuangan Desa

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2015 tentang keuangan desa
bahwa pengelolaan penyelenggaraan keuangan desa akan secara optimal apabila
penyelenggaraan urusan pemerintah desa diikuti dengan pemberian sumber-
sumber penerimaan yang cukup kepada Desa. Semua sumber keuangan desa yang
melekat pada setiap urusan Pemerintah Desa yang dapat diserahkan kepada daerah
menjadi sumber keuangan desa.

Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan
oleh Bendahara desa. Penatausahaan merupakan sebuah proses yang harus
dilakukan setigp kegiatan untuk mengetahui bagaimana alur atau proses kegiatan
pencatatan. Media penatausahaan berupa buku kas umum, buku pajak, buku bank
serta setigp bulan membuat laporan pertanggungjawaban bendahara. Didalam
peraturan mengena pengelolaan keuangan desa terdapat penegasaan dalam
bidang pengelolaan uang seperti yang dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 113 Tahun 2014 Pasal 1 (satu) Ayat 12 (dua belas) bahwa dijelaskan
Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan
mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milih desa yang
dipisahkan. Sementara itu menurut Pasal 3 (tiga) Ayat 2 (dua) bahwa Bendahara
mempunyai tugas  menerima, menyimpan,  menyetorkan/membayar,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan
pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pengelolaan Alokas Dana Desa
dalam pelaksanaan APBDes. Dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes) terdiri atas :

a. Pendapatan Desa
Penerimaan yang bersifat tunai yang diterima oleh Bendahara Desa
dibuatkan bukti kuitansi tanda terima dan dicatat oleh Bendahara Desa pada
Buku Kas Umum. Sedangkan untuk penerimaan yang bersifat transfer,
Bendahara Desa akan mendapat informasi dari bank berupa Nota Kredit atas
dana-dana yang masuk ke dalam Rekening Kas Desa. Berdasarkan nota kredit
ini selanjutnya Bendahara Desa melakukan pencatatan ke dalam Buku Bank.

Pencatatan penerimaan baik kas maupun transfer harus disertai dengan bukti
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yang lengkap dan sah serta dicatat secara benar dan tertib. Selain pencatatan
pada Buku Kas Umum atau Buku Bank, Bendahara Desa juga membukukan
realisasi pendapatan ke dalam Buku Rincian Pendapatan.
b. BelanjaDesa

Belanja kegiatan yang bersifat tunai yang dikeluarkan oleh Bendahara
Desa dibuatkan bukti kuitansi pengeluaran dan dicatat oleh Bendahara Desa
pada Buku Kas Umum. Sedangkan untuk Belanja yang bersifat transfer
langsung ke pihak ketiga, Bendahara Desa melakukan pencatatan ke dalam
Buku Bank (tidak dicatat di BKU, karena BKU untuk transaks tunai).
Pencatatan penerimaan baik kas maupun transfer harus disertai dengan bukti
yang lengkap dan sah serta dicatat secara benar dan tertib.

c. Pembiayaan Desa

Seperti halnya pencatatan pendapatan pada BKU/Buku Bank, untuk
membukukan Rediasi Pembiayaan, bailk penerimaan pembiayaan maupun
pengeluaran pembiayaan dicatat dalam Buku Rincian Pembiayaan. Pencatatan
dalam Buku Rincian Pembiayaan berguna untuk mengklasifikasi rincian dari
realisas pembiayaan. Pencatatan ini diperlukan agar dapat dilaporkan ke
dadam Laporan Redlisas APB Desa Pencatatan seluruh penerimaan
pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan tersebut dilakukan secara benar
dan tertib.

Penatausahaan oleh pelaksana kegiatan yang dilakukan berupa pencatatan
dalam Buku Kas Pembantu Kegiatan dan Laporan pencatatan kegiatan telah
selesai. Buku Kas Pembantu Kegiatan mencatat penerimaan yang diperoleh dari
Bendahara Desa atau dari masyarakat (swadaya) yang telah dirupiahkan.
Pengeluaran dicatat oleh Pelaksana Kegiatan atas belanja-belanja yang telah
dilakukan baik berupa belanja barang/jasa maupun belanja modal atas saldo yang
masih tersisa dan berada di pelaksana kegiatan, maka dilakukan penyetoran
kepada Bendahara Desa. Ha yang perlu menjadi catatan adalah semua
penerimaan dan pengeluaran tersebut didukung dengan bukti yang sah dan
lengkap, tidak hanya pengeluaran tetapi termasuk juga penerimaan. Contoh bukti
penerimaan yang perlu dibuat oleh pelaksana kegiatan adalah tanda terima
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swadaya berupa barang dan daftar hadir untuk tenaga/gotong royong. Oleh karena

itu untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan sebagaimana Bendahara

Desa melaksanakan fungsinya sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran atau

pengurusan belanja langsung dan tidak langsung. Terdapat 2 (dua) komponen

dalam penatausahaan keuangan desa, yaitu :

1. Penatausahaan Penerimaan

a

Penerimaan desa yang disetor ke rekening kas desa dianggap sah
setelah Kepala Desa menerima nota kredit
Penerimaan desa sebagai mana dimaksud diatas, yaitu dengan cara:
1) Disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga
2) Disetor melalui Bank lain, badan, lembaga keuangan, dil.
3) Disetor melalui bendahara desa oleh pihak ketiga
Penerimaan melalui bendahara desa harus disetor ke rekening kas desa
Tanda bukti pembayaran dari pihak ketiga harus dicetak dan disahkan
oleh Kepala Desa
Bendahara desa wajib menyelenggarakan penatausahaan keuangan
desa terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan
tersebut
Penatausahaan sdluruh  penerimaan  dan  penyetoran  dicatat
menggunakan:
1) Buku Anggaran Penerimaan
2) Buku Kas Umum
3) Buku Kas Pembantu Perincian Objek Penerimaan
Bendahara desa wajib melakukan penatausahaan harus terdapat tanda
bukti, seperti :
1) Surat Tanda Setoran
2) Surat Tanda Bukti Pembayaran dan Pihak Ketiga, seperti :

a Kwitans : merupakan bukti transaksi yang muncul akibat

terjadinya penerimaan uang sebagai alat pembayaran suatu
transaks yang diterima oleh penerima uang.
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b. Nota Kontan (Nota) : merupakan bukti pembelian atau
penjualan barang yang dibayar secaratunai.
3) Bukti penerimaan lainnya yang sah
h. Bendahara desa juga wajib mempertanggungjawabkan penerimaan
uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penerimaan dilampiri dengan :
1) Buku KasUmum
2) Buku Kas Pembantu Pajak
3) Buku Bank

2. Penatausahaan Pengeluaran

a. Berdasarkan peraturan desa tentang APBDes atau peraturan desa
tentang perubahan APBDes, bendahara desa mengajukan Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui Sekretaris
Desa. Sebagaimana SPP terdiri dari:

1) SPP Uang Persediaan (SPP-UP)
2) SPP Ganti Uang (SPP-GU)

3) SPP Tambahan Uang (SPP-TU)
4) SPP Langsung (SPP-LYS)

b. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara
desa untuk memperoleh persetujuan dari Kepala Desa dalam rangka
pengisian uang persediaan.

c. Dokumen SPP-UP terdiri dari :

1) Surat pengantar SPP-UP
2) Rincian Penggunaan SPP-UP
3) Lampiran lain yang diperlukan
d. Dokumen SPP-GU sebagaimanaterdiri dari :
1) Surat Pengantar SPP-GU
2) Rincian SPP-GU
3) Surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara desa
atau penggunaan dana SPP-UP/GU/TU sebelumnya.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

2211,

20

e. Ketentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU ditetapkan dengan
keputusan Kepala Desa

f.  Dokumen yang digunakan oleh bendahara desa dalam menatausahakan
pengel uaran desa mencakup:
1) Buku Anggaran Pengeluaran
2) Buku Kas Umum
3) Buku Kas Pembantu Perincian Objek Pengeluaran
4) Register SPP-UP/GU/TU/LS

g. Kepada desa mendliti kelengkapan dokumen Surat Perintah
pembayaran yang digjukan oleh bendahara desa agar pengeluaran yang
digiukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

h. Kepala desa memberikan uang  persediaan/ganti uang
persediaan/tambah uang persediaan kepada bendahara desa apabila
dokumen surat perintah pembayaran dinyatakan |engkap.

Format Penatausahaan

Dokumen Penatausahaan Bendahara Desa tidak menggunakan buku
pembantu lain berupa Buku Pembantu Panjar dan Buku Pembantu Rincian
Objek Belanja, karena telah dilaksanakan oleh fungs yang lain. Buku
Pembantu Panjar secara sederhana telah digantikan dengan Buku
Pembantu Kegiatan yang dikelola Pelaksana Kegiatan. Buku Pembantu
Rincian Objek Belanja yang menggambarkan akumulasi realisasi belanja
dapat dilihat pada dokumen SPP terakhir yang juga didokumentasikan
oleh Pelaksana Kegiatan. Buku Pembantu Kas Tuna tidak ada karena
telah digantikan dengan Buku Kas Umum.
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1. Buku KasUmum
Gambar 2.1 Format Buku Kas Umum

BUKU FAZ UNOM
DEER . civonnrecacsaess SECAMATAN ..cooooniivninianioninnia
ARLYC ARLGANAR e e

{15
“ | Tl | KECS SEXDNG URaladi PO FEoC Luvaran 0 DUKE | PERGELAWAN
L. A NOWRLATF
i = 2
tmrawi

NEXCETAHUT TESDAHARA DESA,
KZPALA TESA,

Sumber : Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 2016

CaraPengisian :

Kolom 1diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengel uaran kas
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengel uaran kas
Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran
kas

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas

Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas

Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi

Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatif pengeluaran kas

Kolom 9 diisi dengan saldo kas.
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Buku Kas Pembantu Pgjak
Gambar 2.2 Format Buku Kas Pembantu Pajak

SUNL KAD PEMOANTU PAJAK
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MINGETAI NENTAMANA TIETA
KEFPALA DESA

Sumber : Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 2016

CaraPengisian :

Kolom 1diisi dengan nhomor urut penerimaan atau pengeluaran kas
pengeluaran

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.

Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.

Buku Bank
Gambar 2.3 Format Buku Bank
NUR ANE D
ENCAMAT AN
TAMLUN A EWANAY
PEALSURAN
A NGOAL A AN nuEnt Sl Sa & T bR = -
Fe | SRAREANET | TRARSAKS TRATAKS T a"“;:.‘f““" v LD
25 2o | . R Is
COSAL DO AN NAAN D
SLRAL TRAN AR AUMLUATF
T
HMEGATAL PSR ARA i
KEPALS DS

Sumber : Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 2016
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CaraPengisian:

Kolom 1diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengel uarandengan Bank.
Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank.

Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi pemasukan dan pengeluaran.
Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi.

Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran.

Kolom 6 diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank..

Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan.

Kolom 8 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.

Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.

Kolom 10 diisi dengan saldo Bank.

3. Penatausahaan oleh Pelaksana Kegiatan

Penatausahaan yang dilakukan oleh Pelaksana K egiatan berupa pencatatan
dalam Buku Kas Pembantu Kegiatan dan Laporan Kegiatan ketika kegiatan
telah selesal. Buku Kas Pembantu Kegiatan mencatat penerimaan yang
diperoleh dari Bendahara Desa (panjar) atau dari masyarakat (swadaya) yang
telah dirupiahkan. Pengeluaran dicatat oleh Pelaksana Kegiatan atas belanja-
belanja yang telah dilakukan baik berupa belanja barang/jasa maupun belanja
modal. Atas saldo yang masih tersisa dan berada di pelaksana kegiatan, maka
dilakukan penyetoran kepada Bendahara Desa. Hal yang perlu menjadi catatan
adalah semua penerimaan dan pengeluaran tersebut didukung dengan bukti
yang sah dan lengkap, tidak hanya pengeluaran tetapi termasuk juga
penerimaan. Contoh bukti penerimaan yang perlu dibuat oleh pelaksana
kegiatan adalah tanda terima swadaya berupa barang dan daftar hadir untuk
tenagal/gotong royong.
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Gambar 2.4 Format Buku Kas Pembantu Kegiatan
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Sumber : Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 2016

Carapengisian:

. Bidang diisi berdasarkan klasifikas kelompok.

. Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBDesa.

. Kolom 1 diisi dengan nomor urut.

. Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi.

. Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi.

. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara.

. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari masyarakat.

. Kolom 6 diisi dengan nomor bukti transaksi.

© 00 N O O b W N P

. Kolom 7 diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.

10. Kolom 8 diisi dengan jenis pengel uaran belanja modal.

11. Kolom 9 diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan kepada
bendahara.

12. Kolom 10 diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.

. Laporan Bendahara Desa

Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan
pertanggungjawaban. Laporan Pertanggungjawaban ini disampaikan setiap
bulan kepada Kepaa Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
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Sebelumnya, Bendahara Desa melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara
tertib, meliputi Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak dan Buku Rincian
Pendapatan. Penutupan buku ini dilakukan bersama dengan Kepala Desa.

Gambar 2.5 Format Pernyataan Pertanggungjawaban

Lampiran 7

FORMAT
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTB)

Lampiran 2 Pardifen Perbendaharaan

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
Nomor : o dSPTI b 2011

NO [ MaK PENERIMA URAIAN ¥ ANGOAL ' JUMLAH

Sumber : Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 2016

Carapengisian:

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok
belanja desa.

2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam

APBDesa

. Kolom 1 diisi dengan nomor urut

. Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja

. Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja

. kolom 4 diisi dengan jumlah belanja

. Barisjumlah diisi jumlah keseluruhan

N o oA W

2.2.2 Pengelolaan Dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan Alokas Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan
pengelolaan keuangan desa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan
kegiatan yang  meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Sesuai dengan Peraturan
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Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 Pasa 20 (dua puluh) tentang
Pengelolaan keuangan Desa tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam
pel aksanaan pengelolaan keuangan desa diharapkan dapat diwujudkan tata kelola
pemerintah desa yang sangat baik, yang memiliki tiga pilar utama yaitu
transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Pedoman umum tata kelola cara
pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa, yang
dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 untuk
memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPIJM-Desa). Dalam menjamin
pelaksanaan Program Bantuan Alokasi Dana Desa agar Tepat sasaran dibentuk
Tim Pengelola ADD secara berjenjang mulai dari tingkat Kabupaten sampai
dengan Desa sebagai berikut :
1. Tim Fasilitas Kabupaten
Tim Fasilitas Kabupaten merupakan tim perumus dan pengendali dari
seluruh kegiatan pelaksanaan program bantuan ADD.
2. Tim Pendamping Kecamatan
Untuk memperlancar pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada
tingkat kecamatan sebaiknya dibentuk Tim Pendamping Kecamatan
yang diketuai oleh Camat dan dibantu oleh seseorang sekretaris dan 2
orang anggota lainnya.
3. Tim Pelaksana Desa
Tim yang secara langsung mengelola dana ADD yang didalamnya
tersusun anggota pelaksana ADD vyaitu Kepaa Desa sebagai
penanggung jawab, sekretaris, bendahara, dan partisipas anggota
Badan Pengawas Desa (BPD), dan Tokoh Masyarakat.

Penilaian terhadap nilai bobot desa ditentukan berdasarkan variabel dan
indikator sebagai berikut :

1. Variabel potensi desa yang terdiri dari luas wilayah desa, jumlah penduduk

desa, jumlah dusun, jumlah RW, jumlah RT dalam satu desa, Jumlah APBDes
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Tahun Anggaran sebelumnya, jumlah swadaya masyarakat, jumlah buku pajak
bumi dan bangunan tahun pajak sebelumnya.

2. Variabel tingkat kemiskinan yang terdiri dari jumlah keluarga miskin dan
jumlah angka penduduk miskin.

3. Variabel tingkat pendidikan dengan indikator angka buat huruf penduduk
umur 10 sampai dengan 45 tahun, angka partisipasi sekolah dan angka putus
sekolah.

4. Variabd tingkat kesehatan dengan indikator dari Angka kematian bayi, angka
kematian ibu melahirkan dan bayi dibawah timbangan normal.

2.2.3 Peaporan Alokasi Dana Desa

Dalan sklus keuangan desa pelaporan dan pertanggungjawaban
merupakan hal yang paling penting untuk menciptakan sebuah akuntabilitas
pengelolaan Alokasi Dana Desa. Kepala Desa merupakan penanggung jawab dari
pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan. Dalam PP No. 47 tahun 2015
pasal 103-104 mengatur tata cara pelaporan yang wajib dilakukan oleh Kepaa
Desa. Kepala Desa diwagjibkan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan
APBDesa kepada Bupati/Walikota setigp semester tahun berjalan (laporan
semesteran). Selain itu, Kepala Desa juga diwajibkan menyampaikan laporan
pertanggungjawaban redlisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota
setigp akhir tahun anggaran (laporan tahunan). Laporan yang dibuat oleh Kepala
Desa ditujukan kepada Bupati/Walikota yang disampaikan melalui camat.

Pengaturan pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan APBDesa
tercantum dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa. Dalam Permendagri tersebut, diatur pula standar dan format pelaporan
pertanggungjawaban yang harus disusun oleh Kepala Desa. Seperti ketentuan
lampiran yang perlu dipenuhi dalam laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDesa, yaitu:

a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa
tahun anggaran berkenaan.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

28

b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran
berkenaan.

c. Format laporan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk
ke desa.

Selain itu, Permendagri No 113 Tahun 2014 juga mengatur penatausahaan
harian dan laporan pertanggungjawaban bulanan yang harus dilakukan oleh
Bendahara Desa dalam membantu Kepala Desa. Bendahara Desa diwagjibkan
untuk melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan
tutup buku setigp akhir bulan secara tertib dan mempertanggungjawabkan uang
melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setigp bulan kepada
Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2015 dan Permendagri
No. 113 tahun 2014 terlihat bahwa laporan pertanggungjawaban yang harus dibuat
oleh Kepala Desa harus terintegrasi secara utuh, tidak melihat sumber dana yang
diperoleh desa. Hal ini berbeda dengan aturan sebelumnya yang mewajibkan desa
untuk menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana berdasarkan
sumber dananya. Misalnya, penggunaan Alokasi Dana Desa maka dibuat laporan
realisasi penggunaan ADD terpisah dengan penggunaan Dana Bantuan Provins
atau Kabupaten/K ota yang perlu juga dibuat laporan realisasi penggunaannya. Hal
ini tentu perlu diapresiasi karena akan memperingan beban administrasi perangkat
desa, namun substansi pertanggungjawaban tetap terlaksana.

Pelaporan dan pertanggungjawaban yang keluar dari Peraturan Bupati
Banyuwangi Nomor. 13 Tahun 2015 Pasa 14 (empat belas) ayat 2 (dud)
menj elaskan bahwa :

1. Bentuk pelaporan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :

a. Laporan semester, yakni laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana
ADD dibuat secara setigp enam bulan sekali paling lambat disampaikan
kepada Bupati bulan Juli tahun anggaran berjalan.

b. Laporan akhir dari penggunaan Alokas Dana Desa mencakup
perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi

dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Alokasi Dana Desa


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

29

yang disampaikan kepada Bupati paling lambat bulan Januari tahun
anggaran berikutnya.

2.2.4 Pengawasan Dan Evaluas Pengelolaan Alokas Dana Desa

Daam UU desa meletakkan prinsip desa untuk penyelenggaraan

pengawasan dan pemantauan pembangunan desa yang meliputi pengawasan oleh

seluruh perangkat desa (downward accountability), pengawasan oleh lembaga

desa dan pengawasan dari masyarakat (upward accountability). Terdapat beberapa

mekanisme pengawasan dan pemantauan sebagai berikut :

(i)

(i)

Pengawasan oleh seluruh perangkat desa yang berjenjang Pemerintah
Kabupaten/Kota dan oleh Pemerintah Pusat dalam ha ini Kementerian
Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan (pasal 26
PP No. 60 tahun 2014). Daam operasionalnya, pengawasan oleh
Pemerintah kabupaten/kota menjadi tanggung jawab Bupati/Walikota.
Fungs pengawasan tersebut didelegasikan oleh Bupati/K ota kepada camat
dan juga Inspektorat Kabupaten/Kota. Hasil pengawasan Pemerintah
Kabupaten/Kota disampaikan kepada Pemerintah Pusat terkait dengan
unsur pengawasannya. Pengawasan dana desa disampaikan kepada
Kementerian Keuangan, pengawasan pembangunan desa disampaikan
kepada Kementerian Desa dan pengawasan pemerintahan disampaikan
kepada Kementerian Dalam Negeri.

Pengawasan seluruh perangkat desa lainnya adalah pengawasan dari
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP). Ha ini didasari oleh UU No. 15 tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
dimana keuangan desa yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah termasuk kedalam kategori Keuangan Negara karena sumbernya
APBN dan APBD. Menurut PP No. 60 tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah juga memberikan kewenangan bagi BPKP
untuk mengawasi pengelolaan keuangan desa karena sumbernya yang
berasal dari APBN maupun APBD.
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Pengawasan oleh lembaga BPD sebagai bagian dari fungsi pengawasan
terhadap kinerja Kepala Desa antara lain melalui tanggapan atas
pertanggungjawaban Kepala Desa dan pengaduan masyarakat yang
disampaikan melalui BPD (pasal 55 dan 82 UU Desa). Seperti halnya
fungs DPR dan DPRD, BPD juga memiliki fungs pengawasan terhadap
perangkat desa dalam mengelola keuangan desa.

Pengawasan oleh masyarakat yang dijamin haknya untuk memantau dan
menanggapi laporan pertanggungjawaban Kepala Desa (pasal 82 UU
Desa). Pengawasan masyarakat kepada perangkat desa dalam mengelola
keuangan desa didukung dengan kewajiban bagi desa untuk memiliki
Sistem Informasi Desa sebagai pelaksanaan ketentuan hak masyarakat
untuk mendapatkan informasi (pasal 26, 55, 82 UU Desa).

Selanjutnya UU Desa mengamanatkan pembentukan peraturan yang lebih

terperinci mengenal tata cara pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah dan

Peraturan di tingkat Menteri termasuk menyangkut sanksi jikaterjadi pelanggaran

atau pelaksanaan yang tidak sejalan dengan prinsip dan tujuan pembangunan desa.

Khusus pengelolaan Alokasi Dana Desa, dalam Peraturan Bupati Banyuwangi
Nomor. 13 Tahun 2015 Pasal 20 (dua puluh) dijelaskan Alokasi Dana Desa yang
telah disalurkan kepada Pemerintah Desa terdapat sisa lebih perhitungan anggaran

(SILPA) yang tidak wajar, maka Bupati memberikan sanks administrasi kepada

desa yang bersangkutan berupa pengurangan ADD sebesar SILPA. Kriteria yang
digunakan adal ah:
1. Adanya SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dari APBDesa lebih dari

2.

30% di akhir tahun anggaran atau tidak melakukan kegiatan sesuai APBDes
maka sanks yang diterapkan adalah sanks administratif berupa penundaan
pencairan dana desa tahap berikutnya oleh Menteri Keuangan dan
pengurangan dana desa tahun berikutnya.

Jika Bupati/Walikota tidak segera meyalurkan dana desa ke rekening desa
(lebih dari 15 hari) setelah desa memenuhi kewajibannya, Menteri Keuangan
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dapat melakukan penundaan penyaluran Dana Alokas Umum dan Dana Bagi
Hasil yang menjadi hak Kabupaten/K ota bersangkutan.

2.3  Pembangunan Desa Dalam Prespektif Undang-Undang No 6 Tahun

2014 Tentang Desa

Berdasarkan Undang-Undang Desa yang dilatarbelakangi pertimbangan
bahwa peraturan tentang desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan kedudukan masyarakat, demokratis serta upaya pemerintah
dalam mendorong kemajuan dan pemerataan pembangunan. Selain itu, UU Desa
sekaligus merupakan penegasan bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak
tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

UU Desa membawa misi utama bahwa Negara wajib melindungi dan
memperdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga
dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan.
Dengan demikian pembangunan desa diharapkan dapat meningkatkan
kesgjahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Pembangunan
desa akan berdampak posistif bagi upaya penanggulangan kemiskinan melalui
penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan sarana dan
prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya
alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Undang-Undang Desa membawa
perubahan pokok antaralain :

a. Desa memiliki identitas yang mandiri sebagai self-governing community
dalam tata pemerintahan di Indonesia dimana pemerintahan desa dipilih
secara demokratis dan akuntabel oleh masyarakat.

b. Desa menyelenggarakan pembangunanya secara partisipatif dimana desa
menyusun perencanaan prioritas belanja dan melaksanakan anggaran
secara mandiri termasuk mengelola asset untuk kesejahteraan masyarakat
termasuk mendirikan BUMDesa.

c. Desa memiliki wewenang untuk bekerjasama dengan desa lain untuk
peningkatan pelayanan dan kegiatan ekonomi.
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Undang-Undang Desa secara khusus mel etakkan dasar bagi perubahan tata
kelola desa yang dibangun di atas prinsip keseimbangan antara lembaga (check
and balance), demokrasi perwakilan dan permusyawaratan serta proses
pengambilan keputusan secara partisipatif melalui musyawarah desa sebagai
forum pengambil keputusan tertinggi dalam perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, dan pertanggungjawaban pembangunan desa. Dengan melibatkan
partisipasi berbagai kelompok kepentingan di masyarakat, Kepala Desa dan
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan musyawarah desa
sebagai forum pengambil keputusan tertinggi untuk menetapkan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPIJM) Desa dan Rencana Tahunan Desa,
pengelolaan asset dan BUMDesa serta keputusan—keputusan startegis lainnya.
Dalam penyelanggaraan urusan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan
Desa dalam mengatur dan mengurusi kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam
sistem Pemerintahan Negara K esatuan Republik Indonesia (Tamtama, 2014).

Pemerintah Desa diselenggarakan berdasarkan asas kepastaian hukum,
tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib kepentingan umum, keterbukaan,
proporsionalitas, akuntabilitas, efektivitas, efesiensi, kearifan lokal, keberagaman,
dan partisipatif. Desa merupakan suatu organisasi pemerintah yang secara politis
memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau
kelompoknya. Dengan politis tersebut, desa memiliki peranan penting dalam
menunjang kesuksesan pemerintah nasional secara luas, bahkan desa merupakan
sebuah gapaian keberhasilan dari segala urusan dan program pemerintah
(Marwan, 2015).

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam
mel aksanakan Pemerintah desa. Terdapat tugas pemerintah yang harus dilakukan
oleh tiap desa. Tugas pemerintah desa sebagai berikut :

1. Memimpin penyelenggaraan Pemdes berdasarkan kegiatan yang ditetapkan
bersama BPD

2. Mengajukan Rencana Peraturan Desa

3. Menetapkan Peraturan Desa
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Mengajukan rencana APBDes

M embina kehidupan masyarakat desa

M embina perekonomian desa

Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif dan Swadaya
M asyarakat

Meningkatkan kesejahteraan rakyat

K etentraman dan ketertiban

10. Menjalin hubungan kerja sama dengan mitra Pemdes

11. Pengembangan Pendapatan Desa dan Sebagainya.

Dalam melaksanakan pemerintah desa, terdapat pembagian wewenang dari

masing-masing perangkat desa sebagai bentuk perwujudan kemandirian desa.

Pembagian wewenang dalam menjalankan pemerintah desa sangat diperlukan

agar pemerintah desa dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan Undang-

Undang yang telah ditentukan. Berikut merupakan Bagan Struktur Pemerintah di

tiap Desa di seluruh Kabupaten Banyuwangi :

Gambar 2.6 Struktur Pemerintah di tiap Desa di seluruh Kabupaten Banyuwangi.

[ Kepala Desa ]

‘ﬁ
o
3

[Ur.Pemerintahan J [Ur.PembanqunanJ [ Ur. Keu ] [ Ur.Kesra ]

[ Kepala Dusun ]

Sumber : Buku Profil tiap Desa Kabupaten Banyuwangi 2016
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Untuk masing-masing tugas dan fungs perangkat desa, akan dijelaskan

sebagal berikut:

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa mempunyai

wewenang

a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa Berdasarkan kebijakan yang

o

ditetapkan bersama BPD

. Mengagjukan rancangan Peraturan Desa (Perdes)
. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapatkan pertujuan bersama

BPD

. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes

untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD

. Membinakehidupan masyarakat Desa

Membina perekonomian Desa

. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif

. Mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk

kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan

2. Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa

dibentuk berdasarkan usulan masyarakat Desa yang bersangkutan BPD

berfungs menetapak peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD mempunyai tugas dan wewenang :

a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa

b.

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan
Peraturan Kepala Desa

. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
. Membentuk Panitia Pemelihan Kepala Desa

. Menggali, menampun, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan

aspirasi masyarakat

. Menyusun tatatertib BPD
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3. Adapun Tugas pokok dan fungsi Sekretaris Desa sebagai berikut :

a. Merampungkan, mengolah, merumuskan, dan mengevaluasi data untuk

-~ o o 0 o

kelancaran kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan

Kemasyarakatan

. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan pelaporan

Pelaksanaan Administrasi Umum

. Pelaksanaan administrasi pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan

. Menyusun dan mengkoordinasi program kerja pel aksanaan tugas sekretaris

Menyusun dan mengkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat

Desa

.Menyusun rencana kebutuhan, perlengkapan dan peradatan serta

pel aksanaan keamanan dan kebersihan kantor

. Menyusun proses Rancangan Produk Hukum Desa ( Peraturan Desa,

Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan K epala Desa)
Menyelanggarakan Tata Usaha Kepegawaian yang meliputi Kesgjahteraan
kerja, Pengangkatan dan perbehentian Perangkat Desa

. Menyelenggarakan Penyusunan Rencana Anggaran pengelolaan Keuangan

serta pertanggungjawaban pel aksananya

. Melakukan pelayanan teknis administrasi kepada masyarakat
. Menyusun program tahunan Desa (RPIM Des — RKPDes)

m.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dalam hal

K epala Desa berhalangan

4. Kaur Keuangan (Bendahara Desa) memiliki kewajiban untuk membantu

Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa,

pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersigpkan bahan

penyusunan APBDes, selain itu tugas pokok yang dimiliki bendahara lainnya
adalah :
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a. Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, menyebarkan dan
mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan
APBDes

b. Membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan uang yang
menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban

c. Menerima, menyimpan, menatausahakanm dan membukukan uang/surat
berharga dalam pengel olaannya

d. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah

e. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk
dibayarkan

f. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan Negara dari pembayaran
yang dilakukannya

g. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban ke kas Negara

h. Mengelola rekening tempat penyimpanan dana

i. Menysuun program kerja pelaksana tugas dan perencanaan Desa

j. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan
perencanaan Desa

k. Menysuun dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan
laporan pelaksanaan program dan perencanaan

|. Mengumpulkan dan menyiapkan penyusunan program kerja pelaksanaan
tugas kerja bersama

m. Melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh Kepala Desa sesuai
dengan tugas dan fungsinya

n. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (L PJ) kepada Kepala Desa

. Kepala Urusan Umum berkedudukan sebagal unsur sekretaris  yang

bertanggungjawab kepada kepala desa melalui sekretaris desa Kepala Urusan

Umum mempunyai tugas :

a. Membantu kepala desa di bidang teknis dan administratif pembinaan
kehidupan masyarakat desa

b. Melaksanakan urusan surat menyurat serta pelayanan umum.
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Memlihara dan melestarikan asset-asset pemerintah.

M el aksanakan urusan keuangan dan pelaporan.

Membina dan melayani administrasi kependudukan.

Membina dan melayani perizinan.

Pelaksana kegiatan bidang pembinaan kehidupan masyarakat desa.
Pelaksana inventarisasi, pembinaan dan pelestarian kebudayaan yang
berlaku di desa.

Pelaksana kegiatan perencanaan bidang kemasyarakatan dan sosial budaya
desa.

. Kas kesgahteraan rakyat ( Kesra) Mempunyai tugas :

a

b.

C.

Mengumpulkan dan mengevaluasi data di bidang

kesgjahteraan rakyat.

Melakukan pembinaan di bidang keagamaan, kesehatan, keluarga
berencana, posyandu, dan pendidikan masyarakat.

Menyelenggarakan inventarisasi penduduk yang tuna karya, tuna wisma,
tuna susila, para penyandang cacat fisik, yatim piatu, jompo, panti asuhan
dan pencatatan dalam rangka memasyarakatkan kembali bekas narapidana.
Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesgahteraan
masyarakat ( raskin, BLSM, dsb).

Membantu penyaluran bantuan terhadap korban bencana.

Membantu dan membina kegiatan pengumpulan zakat, infak, dan sodakoh,
dan dana sosia lainnya.

Membantu administrasi di bidang nikah, talak, cerai, rujuk, dan kelahiran
serta pengurusan jenazah / kematian.

Melaksanakan administrasi desa sesuai dengan bidangnya.

Melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat di bidangnya.
Membantu tugas-tugas di bidang pemungutan pendapatan desa dan
pemerintah di atasnya ( pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya ).
Menjalankan tugas lain yang diberiakan oleh kepada desa dan sekretaris

desa.
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7. Tugas pokok Kaur Pembangunan adalah Membantu Kepala Desa dalam tugas

pelayanan, Perencanaan Dan Penyelenggaraan Program Desa. Tugas dan

Fungsi Kaur Keuangan sebagai berikut

a

Mengumpulkan dan memformulasikan data untuk bahan penyusunan
program dan perencanaan pengel olaan keuangan dan kekayaan Desa
Menyusun program kerja pelaksanaan tugas dan perencanaan Desa
Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan
perencanaan Desa

Menyusun dan  menyigpkan bahan untuk analisis dan evaluas
penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan
Mengumpulkan dan  menyiapkan  penyusunan  program  kerja
pel aksanaan tugas kerjabersama

Melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh Kepala Desa sesuai

dengan tugas dan fungsinya;

8. Sedangkan Tugas pokok dan Fungsi Kasi Pemerintahan sebagai berikut

a

Menyusun Program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan
pemerintahan desa

Menyusun Program dan menyigpkan bahan koordinasi pembinaan
Administrasi Kependudukan dan catatan Sipil

Menyusun Program dan menyiapkan bahan koordinasi
pembinaanK egiatan Sosial poliutik ideologi Negara dan kesatuan Bangsa

Menyusun Progran dan menyiapkan bahan koordinas pembinaan
Administrasi Pemerintahan Desa

Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data yang
terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan
Desa

Menyelenggaraan kegiatan yang terkait dengan bidang pertahanan dan
kependudukan

Menyelenggaraan kegiatan yang terkait dengan bidang pertahanan dan
kependudukan
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Merumuskan upaya terciptanya ketenteraman, ketertiban dan
pembangunan kesatuan bangsa di Desa

Menyelenggarakan kegiatan yang terkait dengan urusan organisasi sosia
kemasyarakat dan adat istiadat

Melakukan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan Dusun dan RT;
Melakukan kegiatan yang terkait dengan pernyataan Peraturan Perundang
undangan yang berlaku, Keputusan Desa dan K eputusan Kepala Desa
Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa yang sehat dan dinamis.

M el aksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

. Tugas pokok Kepala Dusun adalah

a

- ® o 0

> @

Membantu Kepala Desa dalam tugas pelayanan, pemberdayaan dan
penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan Desa.

Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data yang
terkait dengan penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan Desa;

M el aksanakan tertib administrasi umum dan keuangan

M el aksanakan urusan perlengkapan dan inventaris Desa

M el aksanakan urusan rumah tangga Desa

Melaksanakan penataan rapat dan upacara

Melaksanakan penataan arsip.

Mengumpulkan dan menyusun bahan |aporan Pemerintah Desg;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Menjalankan tugas lain yang diberiakan oleh kepada desa dan sekretaris

desa
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24  Kerangka Pemikiran
Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai
berikut :

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

'

Permendagri No. 113 Tahun 2014

v

Perbup No. 13 Tahun 2015

y

Alokasi Dana Desa

!

Penatausahaan Pengel oaan Pelaporan
ADD ADD ADD

Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan
ADD ADD ADD

2.5 Penelitian Terdahulu

Huri  (2015) dalam merupakan penelitian dengan menjunjung
tinggi pelaporan yang bersifat akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan
Alokasi Dana Desa dalam proses pembangunan desa dimana tahap
perencanaan sudah melaksanakan prisip transparansi, responsive, dan
partisipatif. Oleh karena itu dalan pelaksanaanya juga melakukan
keterbukaan informasi kegiatan operasional dan fisik secara responsive dalam
Pengelolaan Pemerintah Desa. Berdasarkan analisa penelitian dalam adanya
responsife pemerintah desa dalam memberikan tanggapan aspirasi
masyarakat merupakan sebuah tanggungjawab pemerintah dalam
mel aksanakan kegiatan fisik pengelolaan Alokasi Dana Desa sehingga dapat
memberikan kepercayaan yang lebih terhadap masyarakat karena pemerintah


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

41

Desa memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk ikut serta pelaksanaan
pengawasan dan evaluasi pengelolaan Dana ADD.

Aprilliani  (2014) penelitian ini melihat akuntabilitas pengelolaan
Alokasi Dana Desa yang dalam tahap perencanaan, pelaksanaa, dan
pertanggungjawaban sudah memenuhi sesuai prosedur peraturan yang
berlaku. Pengelolaan Alokas Dana Desa dapat dikatakan sudah sesuai
dengan petunjuk teknis dalam Peraturan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
dengan terselenggarannya pemerinatahn yang baik dapat mewujudkan
demokratis dalam kedaulatan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa pada tahap perencanaan dan petanggungjawaban di desa kedungrejo
sesuai dengan prosedur, sehingga pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa
kedungrejo telah sesuai dengan proporsi yang diharuskan dalam petunjuk
teknis 30% untuk penyelenggaraan pemerintah desa dan 70% untuk
pemberdayaan masyarakat desa.

Rosalinda (2014) dalam penelitian ini sesuia dengan kebijakan yang
diambil oleh pemerintah kabupaten jombang dalam mendistribusikan Alokasi
Dana Desa dengan asas merata dan adil. Pembagian Alokasi Dana Desa dapat
dengan rincian yaitu, sesual asas merata yang besarnya merata setiap
tahunnya yang disebut ADD Minima sedangkan untuk asas adil adalah
besaranya sesuai nilai bobot desa yang dihitung berdasarkan vaiabel tertentu
dalam pengelolaan Alokass Dana Desa yang biasanya disebut ADD
Proporsional. Dalam penelitian ini tata kelola dalam Alokasi Dana desa
belum efektif, hal ini terlihat pada mekanisme perencanaan yang belum
memperlihatkan sebagai bentuk perencanaan yang efektif karena waktu
perencanaan yang sempit dan kurang berjalan sesuai fungsi kelembagaan
desa.

Chandra (2014) dalam pengelolaan Alokasi Dana desa dalam proses
pemberdayaan masyarakat desa wonoregjo kacamatan wonosari menunjukkan
hasil bahwa sebagaian dari Alokas Dana Desa untuk pembberdayaan
masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD

biaya operasional pemerintah desa sehingga penggunaan Alokasi Dana Desa
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tidak sesua dengan peruntukanya. Dalam perencanaan ADD tingkat
partisipatif masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa cukup tinggi namun
dalam proses penjaringan aspirasi tersebut terkendala dari rendahnya
pendidikan masyarakat sehingga aspiras masyarakat cenderung bersifat
pembangunan secara fisik (infrastruktur desa) seharusnya mengutamakan
pemberdayaan masyarakat.
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Gambar 2.7 Kerangka Pemecahan Masalah
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BAB 3. METODE PENELITIAN
3.1  JenisPendlitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bersifat
objektif, dan pengumpulan data diperoleh dengan wawancara dan studi dokumentasi
untuk melakukan pengumpulan data, pengolahan data atau analisis data, penyusunan
laporan, serta penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh. Proses penelitian
kualitatif melibatkan upaya-upaya dalam prosedur-prosedur pengumpulan data yang
spesifik dari para partisipan. Desain penelitian deskriptif adalah desain penelitian
yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis dan induktif
tentang informas ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Penelitian
deskriptif berfokus terhadap makna individual dan penjelasan sistematis tentang
fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan. Seperti halnya penelitian kualitatif,
siapapun terlibat dalam penelitian yang memiliki asumsi-asumsi untuk menguji teori
secarainduktif (Creswell, 2007; 19).

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis deskriptif, yaitu metode yang
menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang realitas sosia dan berbagai
fenomena yang terjadi di masyarakat yang menjadi subjek penelitian, sehingga
tergambarkan ciri, karakter, sifat, dan model dari fenomena tersebut. Penelitian ini
bertujuan untuk memperoleh gambaran secara lengkap dan detail tentang kejadian
dan fenomena yang terjadi pada objek sehingga memberikan gambaran secara utuh
tentang fenomena yang terjadi. Analisisi data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil
penelitian lebih menekankan akibat atau hasil akhir. Sehingga disusun dan dijelaskan
setelah itu dilakukan analisis (Creswell, 2007;22).

3.2 Lokas Penditian
Penelitian ini dilaksanakan di Jalan Raden Bronto No. 21 Desa Bimorego
Kecamatan Wongsorgo Kabupaten Banyuwangi. Kecamatan Wongsorgo yang

merupakan wilayah Kabupaten Banyuwangi yang berada paling utara, memiliki luas
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464.80 Km? dengan jumlah penduduk total 74.698 jiwa yang terdiri dari 12 desa dan
31 dusun (Sumber : Kecamatan Wongsorejo, 2012).

3.3  Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. DataPrimer

Merupakan sebuah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang

diteliti. Data ini tidak tersedia dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui
narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang orang kita jadikan
objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi
ataupun data. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data
kepada pengumpul data. Data primer yang diperoleh dari koresponden dengan cara
observas dan wawancara dengan beberapa pihak yang memang berkompeten dan
memahami pengelolaan Alokass Dana Desa di Desa Bimorgo Kecamatan
Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.

b. Data Sekunder

Data sekunder antara lain disgjikan dalam bentuk data—data, tabel-tabel,

diagram-diagram, atau mengenai topik penelitian. Sumber data yang tidak langsung
memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat
dokumen. Data ini merupakan data yang berhubungan secara langsung dengan
penelitian yang dilaksanakan dan bersumber dari Laporan Hasil Alokas Dana Desa
dan APBDes Tahun 2015 per 31 Desember dan data-data lain yang diperlukan dari
Desa Bimoregjo tersebut yang diperoleh dari pihak ketiga atau literature, dokumentasi,
tulisan-tulisan sebagai pembanding dari data yang diperoleh dari buku-buku
referensi, Undang-Undang dan Media Elektronik.
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Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut (Creswell, 2007) :

1

Wawancara pendliti dapat melakukan face-to-face interview (wawancara
berhadap-hadapan) dengan partisipan, wawancarar mereka dalam focus-group
interview (interview dalam sekelompok tertentu ) yang terdiri dari beberapa
partisipan kelompok. Wawancara seperti ini tentu sgja melakukan pertanyaan-
pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang
dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari para partisipan.
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data sekunder dengan berbagai sumber
yang ada diluar seperti dokumen publik dan dokumen privat. Dokumentasi
diperlukan dalam pengelolaan ADD Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, UU No 6 Tahun 2014 Tentang
Dana Desa, Perdes No 1 Tahun 2013 mengenai anggaran pendapatan dan belanja
desa dan pedoman-pedoman lain yang bersangkutan terhadap pengelolaan ADD
di Kabupaten Banyuwangi.

Beberapa prosedur-prosedur pendekatan pengumpulan data kualitatif

(Creswell, 2007) sebagai berikut :

a Wawancara

1. Melaksanakan wawancara tidak terstruktur dan terbuka, sambil
melakukan pencatatatn hal-hal penting.

2. Malaksanakan wawancara tidak terstruktur dan terbuka, sambil merekam
dengan audiotape, lalu mentranskripnya.

3. Meéaksanakan wawancara semi-terstruktur, sambil merekamnya dengan
audiotape dan mentranskripnya.

4. Meakukan wawancara yang berberda berda seperti berhadapan secara
langsung atau dengan beberapa kel ompok.

b. Dokumentasi
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M endokumentasikan buku harian selama penelitian
Meminta buku harian dari partisipan selama penelitian.

Mengumpulkan surat pribadi dari partisipan.

A w0 DdE

Menganalisis dokumen publik (laporan penyusunan berkala pengelolaan
ADD).
5.  Memintafoto partisipan.

35  Unit Analisis

Menurut Yin (2006) Desain penelitian yang dikategorikan sebagai studi kasus,
ditentukan oleh unit analisisnya. Dalam penyusunan penelitian ini, unit analisis yang
digunakan peneliti adalah Kantor Desa Bimorgjo Kecamatan \WWongsoregjo Kabupaten
Banyuwangi sebagai penerapan implementasi penatausahaan, pengelolaan, dan
pelaporan Alokasi Dana Desa yang sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014
dan Perbup No. 13 Tahun 2015.

3.6  FokusPenditian
Fokus Penelitian merupakan penjelas dari kerangka pemikiran. Dalam

penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah penerapan penatausahaan,
pengelolaan, dan pelaporan Alokasi Dana Desa Bimorejo sesuai dengan Permendagri
No. 113 Tahun 2014 dan Perbup No. 13 Tahun 2015. Adapun prinsip-prinsip tersebut
yaitu :
a. Akuntabilitas

Upaya pemerintah bertanggungjawab atas aktivitas yang telah dilakukan untuk

menciptakan upaya penilaian masyarakat.
b. Transparansi

Merupakan prinsip penting untuk pelaporan aktivitas kegiatan pengelolaan

Alokas Dana Desa untuk menghindari kesaahpahaman informasi dan

pertanggungjawaban berbagai pihak.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

48

3.7 Batasan Pendlitian
Untuk memperjelas dan memfokuskan obyek yang akan diteliti, batasan

penelitian dirumuskan pada hal-hal sebagai berikut :

a. Obyek peneliti adalah Kantor Desa Bimorgjo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten
Banyuwangi

b. Hanya melakukan penelitian penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Alokas
Dana Desa Bimorgo

c. Hanya melakukan penelitian Pengelolaan dan Pelaporan Alokasi Dana Desa
Bimorgo

d. Melakukan pengamatan hanya sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014
dan Perbup No. 13 Tahun 2015

3.8 Informan Penelitian

Informan penelitian ini ada beberapa sumber informasi. Penentuan informan
pertimbangannya adalah orang yang terlibat langsung dalam mengelola Alokasi Dana
Desa yaitu tim pelaksana Desa Bimorgjo, tim pendamping Kecamatan selaku pihak
yang membina, mengawasi, dan memberikan evaluasi. Informasi selanjutnya adalah
pihak perumus Alokasi Dana Desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi yang sesuai
dengan masalah dalam penelitian. Selanjutnya pengumpulan informasi dilakukan
secara intensif sehingga mendapatkan informasi valid dengan cara observas dan

wawancara. Informasi tersebut disajikan dalam Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabd 3.1 Informan Pendlitian

No Sumber Data Kode Jumlah
1 KepaaDesa KD 1
2  SekretarisDesa SD 1
3 BendaharaDesa BD 1
4  Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah BPM-PD 1



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

49

Desa
Jumlah 4

Sumber : Data Penelitian, Januari Tahun 2015

3.9 Instrumen Pendlitian

Menurut Arikunto (2010 : 265), instrumen penelitian adalah alat bantu yang
dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar
kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Validitas dari hasil
penelitian data ditentukan oleh instrumen yang digunakan untuk memperoleh data.
Untuk itu, instrumen memegang peranan penting dalam menentukan mutu suatu
penelitian. Instrumen berfungsi untuk mengubah fakta—fakta yang terjadi di lapangan,
menjadi data yang siap untuk diolah dan digunakan. Dalam metode kualitatif,
informan yang memegang peranan penting adalah peneliti, dengan alat bantu seperti
perekam suara dan juga kamera untuk memudahkan informan dalam memperoleh
data secara akurat. Peneliti menjadi aat instrumen yang paling utama, karena dalam
penelitian kualitatif, peneliti yang akan merumuskan, merencanakan, melaksanakan,

mengolah, dan menganalisis menurut perspektive peneliti masing—masing

3.10 Teknik AnalisisData

Daam penditian kudlitatif, bagian analisis data terdiri dari beberapa
komponen. Tetapi proses andlisis data secara keseluruhan melibatkan usaha dalam
memaknai data yang berupa teks ataupun gambar. Untuk itu, peneliti mempersiapkan
data tersebut untuk menganalisis melakukan andisis-analisis yang berbeda,
memperdalam pemahaman data, menygjikan data, dan membuat interprestas makna
yang lebih |uas akan data tersebut (Cresswell, 2007).

Andlisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara
mengorganisasikan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan

dokumentasi. Data yang terkumpul terdiri dari catatan lapangan dan komentar


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

peneliti,

50

gambar, foto, dokumen, berupa laporan dan lain-lain kemudian

dikategorikan, dijabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelgjari, dan membuat kesimpulan

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2010)
1 Beberapa prosedur analisis data adalah sebagai berikut :

a

b.

Tahap pengumpulan data melalui instrumen dari pengumpulan data.
Tahap editing, yaitu memeriksa kejelasan dan kelengkapan pengisian
instrumen pengumpulan data.

Tahap pengkodean, yaitu proses identifikasi dan klasifikasi dari tiap
pertanyaan yang terdapat di dalam instrumen pengumpulan data.

Tahap reduks data, yaitu dengan cara memilah, memusatkan, dan
menyederhanakan data.

Tahap pengujian data, yaitu menguji validitas dan reabilitas instrumen
pengumpulan data.

Tahap penyajian data, dengan merangkai data menjadi suatu kesatuan agar
dapat dirumuskan kesimpulan dengan melakukan tinjauan ulang di

lapangan, serta mendapatkan hasil yang valid.

Untuk memudahkan penyagjian data, peneliti melakukan koding untuk data

yang berasal dari wawancara, observasi, dan dokumen. Pengkodean yang dilakukan
selama penelitian pada Tabel 3.2 sebagal berikut :

Tabel 3.2 Kode Data Penedlitian

No Kategori Kode
1 Teknik Pengumpulan Data
e Wawancara w
e Dokumentasi D

e Observas O



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

51

2 Sumber Data

o KepaaDesa KD

e Sekretaris Desa SD

e BendaharaDesa BD

e BPM-Pemdes BPM
3 Fokus Penelitian N

Fokus Pendlitian ke satu — ke empat N1-N4

Sumber : Analisis Data Pendlitian 2015

3.11 Pengujian Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan dengan tujuan menguji kepercayaan terhadap data
hasil dari penelitian. Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, dalam penelitian
ini menggunakan dua metode, yaitu :
1. Triangulas

Menurut Sugiyono (2010 : 125) metode triangulasi adalah metode yang
mengecek keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain. Hal itu dapat
dilakukan dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dan juga hasil
wawancara dari informan satu dengan informan yang lainnya, membandingkan
pendapat satu orang dengan orang yang lainnya, serta dengan penyelarasan antara
data yang diperoleh dengan kondisi yang sesungguhnya ada.
2. Member Check

Member check adalah proses pengecekan data yang dilakukan oleh peneliti
kepada subjek penelitian atau narasumber. Hal ini bertujuan untuk mengetahui
seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan yang disampaikan oleh narasumber.
Sdlain itu, tujuan member check adalah agar responden dapat memberikan informasi
baru lagi atau responden dan pembimbing dapat menyetujui kebenarannya sehingga
hasil penelitian dapat |ebih dipercaya (Usman, 2009 : 81).
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Pelaksanaan member check dilakukan setelah pengumpulan data selesai, atau
setelah  mendapat suatu temuan berkaitan dengan permasalahan yang ingin
dipecahkan. Dalam proses member check, data yang diperoleh baik secara primer
maupun sekunder akan disesuaikan dengan matriks pengelolaan ADD yang mengacu
pada Peraturan Bupati No. 13 tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Alokas Dana Desa.

Telaah Dokuy’[ Data/Dokumen wawancara

jgioryen 5 Informan 1
Studi Lapangan BPM-Pemdes
Observasi I lwawancara
Informan 4 [ Ilnfc;rmgn 2 ]
Bendahara Desa epalaDesa
Informan 3
wanageaa Sekretaris Desa wawancara

Gambar 3.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diatas peneliti menggunakan tehnik wawancara
secara mendalam dan dokumentasi sebagai sumber data yang sama secara serempak.
Hal ini dapat dicapa dengan cara sebagai berikut :

1. Membandingkan sumber data melalui dokumentasi dengan data dan hasil
wawancara.

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang
dikatakan secara pribadi.
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. Survel lokasi mengenai sarana dan prasarana yang dibangun dengan Alokas
Dana Desa

. Menarik kesmpulan dari hasil wawancara yang telah dibuktikan dengan
dokumentasi
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51 Kesmpulan
Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan di

Desa Bimoregjo Kecamatan Wongsoregjo Kabupaten Banyuwangi tahun 2015 dapat

dissmpulkan bahwa :

1. Penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Bimoregjo telah sesuai
dengan prosedur yang dilakukan oleh Bendahara Desa dan ditetapkan proses
pel aksanaan kegiatan hingga pelaporan kegiatan yang sudah dilakukan pencatatan
dan prosedur penatausahaan yang telah diatur dalam Permendagri No. 113
Tahun 2014 hingga tercatat secara baik dan terperinci yang dituangkan dalam
tiap laporan penyerapan Alokasi Dana Desa dan Laporan Realisasi APBDes yang
telah diatur sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi No 13 Tahun
2015.

2. Pengelolaan dalam Alokass Dana Desa yang dituangkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) peneliti menyimpulkan bahwa terdapat 4
(empat) bagian, yaitu :

a. Penghasilan tetap kepala desa dan Perangkat Desa 30% untuk penghasilan
tetap sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan Perbup No.
13 Tahun 2015

b. Penyelanggaraan Pemerintah Desa sesuai dengan Perbup No. 13 Tahun 2015
paling banyak sebesar 50% dari ADD-Sil Tap

c. Pembangunan sesuai dengan Perbup NO. 13 Tahun 2014 paling sedikit 50%
dari ADD-SilTap digunakan untuk Papingisasi Jalan Lingk Mangaran RT
03/02 Dusun Aseman, Pembangunan Plengsengan Talud Penahan Badan
Jalan H. Toyib Dusun Aseman, dan Bedah Rumah Sederhana

d. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat digunakan untuk lembaga
kemasyarakatan dan pembinaan posyandu.

3. Pertanggungjawaban dalam pengelolaan Alokas Dana Desa di Desa Bimorgjo

Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi telah berlangsung baik dengan
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melakukan tiap dokumentasi setiap kegiatan dalam bentuk laporan yang telah
ditentukan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan. Bentuk pelaporan
Pengelolaan Alokasi Dana Desa Bimorgo ada yang bersifat sistem seperti
melaporkan di E-Village Budgeting namun ada juga yang secara manua seperti
adanya Laporan penyerapan dan penggunaan ADD, Laporan semester pertama,
Perdes APBDes penggunaan ADD.

Hambatan pengel olaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun
2014 adalah adanya keterbatasan anggaran dana desa dan adanya kesenjangan

pertanggungjawaban dan responsive antara partisipasi masyarakat dalan anggaran

Desa.
52  Keterbatasan
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di Desa Bimorgjo terdapat
beberapa keterbatasan yaitu :
1. Pengawasan untuk Tim Kabupaten hanya dari pelaporan sistem E-Village

5.3

Budgeting tidak secaralangsung.
Daam penelitian ini terdapat juga keterbatasan hasil evaluasi dan monitoring
pada saat melakukan pengawasan, pemerintah desa Bimorgo kecamatan
wongsoregjo tidak melakukan pengarsipan hasil evaluasi kegiatan
Pada penelitian ini, pendliti tidak melakukan semua check list semua bukti
pembelian atau kwitansi setigp adanya pengadaan barang atau jasa, pendliti hanya
melakukan sampling terhadap 1 (satu kegiatan) yang terdapat dalam buku kas
pembantu kegiatan yaitu kwitansi pengadaan barang/jasa pada saat melakukan
musyawarah perencanaan dan pembangunan desa (musrembangdes) Desa
Bimoregjo.

Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah dijelaskan, saran yang digjukan oleh

peneliti yaitu :

1

Bagi Pemerintah Kabupaten
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Sebaiknya perlu dilakukan juga pengawasan secara langsung berkala oleh Tim
Kabupaten pada saat proses pelaksanaan kegiatan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat Desa Bimorejo.

Bagi Pemerintah Desa

Diharapkan untuk Pemerintah Desa Bimorejo juga melakukan pengarsipan hasil
Monitoring dan evaluas disetiap kegiatan yang dilakukan di Desa Bimorgjo.

. Bagi Pendliti selanjutnya

Diharapkan dapat melakukan check list terhadap bukti-bukti pengadaan barang
dan jasa tidak secara sampling melainkan secara keseluruhan  kegiatan

penggunaan pengelolaan Alokasi Dana Desa Bimorgjo.
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[ LAMPIRAN 1 ]

LEMBAR WAWANCARA

Narasumber : Badan Pemberdayaan M asyar akat-Pemerintah Desa Kode : BPM-PD
Nama : Bapak Suhri

Jabatan : Bagian Pemerintah Desa

Tanggal Pelaksanaan wawancara : 30 Maret 2016

Pertanyaan Sumber Jawaban
Bagaimana Tahap Penyaluran dan Alokasi Dana Desa dapat dilakukan pencairan/ penyaluran
Pencairan ADD tahun 20157 apabila pihak pemerintah desa sudah melakukan RAPBDes.
Perbup No. 13 Tahun 2015 | Pencairan dilakukan secara 2 (dua) Tahap
1. Tahap 60%
2. Tahap 40%
Transparansi pelaksanaan pengelolaan Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Transparans
Alokasi Dana Desa Tahun 2015? Subroto (2009) dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dilakukan akan
setiap perencanaan kegiatan dapat teralisasi dengan baik.
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Pengawasan dan Evaluas
Pengelolaan ADD di Desa Bimorejo
Tahun 20157?

Perbup No 13 Tahun 2015

Pihak BPM-Pemdes melakukan pengawasan setidaknya
minimal 2 kali dalam pengawasan pengelolaan Alokasi Dana

Desa.

Apakah Pengawasan dilakukan mulai
dari proses perencanaan, pelaksanaan,

dan pertanggungjawaban?

Ya benar. Pengawasan dilakukan mulai dari perencanaan

hingga pelaporan

Apakah terdapat Berita Acara saat
melakukan Pengawasan dan Evauas
saat proses perencanaan, pelaksanaan,

dan pertanggungjawaban ?

Ada, berita acara pada saat pengawasan dan evauas

Pengelolaan Dana Desa



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

LEMBAR WAWANCARA

Narasumber
Nama

Jabatan

: Bapak Maksum

: Kepala Desa Bimoreg o

Tanggal Pelaksanaan wawancara : 31 Maret 2016

96

: Pemerintah Desa Bimoregjo Kecamatan Wongsorejo Kode : KD

Pertanyaan

Sumber

Jawaban

Bagaimana Pendapat Bapak tentang
Pengelolaan ADD di Desa Bimorejo
Tahun 20157

Perbup No. 13 Tahun 2015

Alokasi Dana Desa merupakan program utama dalam
kabupaten banyuwangi untuk melakukan proses pembangunan

desa

Kendala-kendala apa yang dihadapi

Kendala yang dihadapi karna kerjasama antar kaur desa karena

dalam pengelolaan ADD tahun 2015? | Perbup No 13 Tahun 2015 | terkadang adanya perbedaan pendapat dalam musyawarah
Apa yang Bapak ketahui Mengenai Pengelolaan ADD lebih fokus dalam pemanfaatan sumber
Pengelolaan ADD? daya manusia dan sumber daya alam di desa tersebut.
Perbup No 13 Tahun 2015
Ex kasus: Jika ada perubahan sistem dalam pengelolaan ADD tentunya

terjadi perubahan sistem pengelolaan

kita sebaga pemerintah desa harus dapat mengelola atau
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ADD?

mengefisiensikan sistem tersebut agar terjadi pengelolaan
ADD yang baik.

Apa yang Bapak ketahui Mengenai
Pelaporan ADD?

Ex Kasus:

Sulit melakukan pelaporan dana ADD
secara transparan dan Akuntabel
sesuai dengan Perbup No. 13 Tahun
2015?

Perbup No 13 Tahun 2015

ADD dilaporkan secara berkala, semesteran dan laporan akhir
tahunan

Tidak akan terjadi kesulitan dalam pengelolaan ADD apabila
proses pelaksanaan kegiatan sesuai prosedur-prosedur yang
sudah ada dalam peraturan desa dan peraturan bupati
banyuwangi

Dalan pengelolaan ADD sdau

diawali dengan tahap awa vyaitu

Perencanaan. Apakah Daam
perencanaan  pengelolaan  ADD
diadakan (Musrembangdes)

a. Pasti

b. Kadang-Kadang
c. Tidak Pernah

Rosalinda (2014)

Secara pasti dilakukan musrembangdes.

Dalam masyarakat desa bimo pendeekatan partisipatif sudah
sangat baik disini karena warga desa bimorejo sangat antusias
dalam proses perencanaan desa
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Kasus : apakah  Pendekatan
partisipatif  dalam  perencanaan
melalui  mekanisme  musrenbang
masih menjadi retorika?

Bagaimana tingkat partisipas
masyarakat dalam proses perencanaan
Pengelolaan ADD?

Kasus : Kualitas hasil Musrenbang
Desa/lKecamatan seringkali rendah
karena kurangnya Fasilitator

Musrenbang yang berkualitas

Tingkat pasrtisipatif masyarakat sangat baik. Jika dilihat dari
daftar hadir musrembangdes kehadiran masyarakat desa

secara teknis mencapai 65 orang

Jka kuditas hasl musrembangdes rendah terjadi
kemungkinan rendahnya juga kualitas pemerintah didesa
tersebut.

Transparansi pelaksanaan pengel olaan

Transparansi pengelolaan selalu dilakukan didesa bimorejo

Alokasi Dana Desa Tahun 2015? Subroto (2009)
Bagaimana ketepatan waktu dalam Sejauh ini ketepatan waktu penyusunan laporan sangat efektif
menyusun laporan akhir dan laporan | Perbup No 13 Tahun 2015

kinerja pertanggungjawaban?
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Apakah Pengawasan dilakukan mulai

dari proses perencanaan, pelaksanaan,

dan pertanggungjawaban
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LEMBAR WAWANCARA

Narasumber
Nama

Jabatan

Tanggal Pelaksanaan wawancara : 4 April 2016
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: Pemerintah Desa Bimoregjo Kecamatan Wongsorggo  Kode : SD
: Bapak Rohmat, SH

. Sekretaris Desa Bimorgo

Pertanyaan

Sumber

Jawaban

Bagamana Pendapat Bapak/Ibu
tentang Pengelolaan ADD di Desa
Bimoregjo Tahun 20157?

Perbup No. 13 Tahun 2015

Pengelolaan ADD sangat efektif didesa bimoregjo

Kendala-kendala apa yang dihadapi
dalam pengelolaan ADD tahun 2015?

Perbup No 13 Tahun 2015

Kendala teknis dari perbedaan pendapat dalam kaur

pemerintah desa

Apa yang Bapak/lbu  ketahui
Mengenai Penatausahaan ADD?

Ex kasus:
Adanya perbedaan hasil kinerja

Permendagri No. 113
Tahun 2014

Proses keseluruhan pencatatan kegiatan kegiatan alokasi dana

desa

Jika terdapat adanya hasil kinerja maka itu merupakan adanya
keteledoran untuk bagian pemerintah desa yang melakukan
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pemerintah dengan hasil pencairan
dan penyauran ADD, sehingga
terjadi pemborosan anggaran akibat
ketidak efisiennnya kinerja
pemerintah

kegiatan diluar rencana penggunaan dana ADD

Apa yang Bapak/lbu  ketahui
Mengenai Pengelolaan ADD?

Ex kasus:
terjadi perubahan sistem pengelolaan
ADD?

ADD dikelola untuk kegiatan proses pembangunan desa

Jika terjadi perubahan sistem pengelolaan itu berarti
pemerintah banyuwangi mengingkan pengelolaan ADD lebih

efisien

Apa yang Bapak/lbu ketahui
Mengenai Pelaporan ADD?

Ex Kasus:

Sulit melakukan pelaporan dana ADD
secara transparan dan Akuntabel
sesuai dengan Perbup No. 13 Tahun

Pelaporan dilakukan oleh kaur keuangan dan dibantu oleh
saya sendiri untuk proses pelaporan yang akuntabel

Jika terjadi keudlitan pengelolaan itu berarti dalam proses
kinerja SDM pemerintah desa kurang begitu mengerti
pelaporan yang diatus dalam Perbup banyuwangi
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2015?

Dalam pengelolaan ADD selau
diawali dengan tahap awa vyaitu
Perencanaan. Apakah Dalam

perencanaan  pengelolaan  ADD

diadakan (Musrembangdes)
d. Pasti
e. Kadang-Kadang
f. Tidak Pernah
Kasus apakah  Pendekatan

partisipatif dalam perencanaan
melalui  mekanisme  musrenbang

masih menjadi retorika?

Rosalinda (2014)

Y a selalu ada musrembangdes

Tidak , mekanisme musrembangdes didesa bimorejo
sudah berlangsung dengan baik dan dihadiri juga oleh

kepala camat wongsorejo

Bagaimana tingkat partisipas
masyarakat dalam proses perencanaan
Pengelolaan ADD?

Kasus : Kuadlitas hasil Musrenbang

Masyarakat sangat berpartisipatif dalam proses
perencanaan pembangunan desa

Jika kualitas musrembangdes rendah itu berarti
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Desa/lKecamatan seringkali rendah

karena kurangnya Fasilitator

Musrenbang yang berkualitas

kersama atau musyawarah antar peringkat desa dan

masyarakat kurang baik

Bagaimana Tahap Penyaluran dan
Pencairan ADD tahun 20157

Perbup No. 13 Tahun 2015

Tahap penyaluran sesuai perbup yaitu ada 2 (dua) tahap,
tetapi dengan berjalannya waktu terkadang ada jenis nilai
barang yang berubah sehingga ada ADD perubahan dalam
desa bimorejo.

ADD Tahun 2015 Digunakan untuk
program apa sgjadi Desa Bimoregjo ?
Kasus : ketersediaan dana yang tidak
tepat waktu?

Rosalinda (2014)

ADD pada tahun 2015 digunakan untuk penyelenggara
pemerintah desa, pelaksana desa, pembinaan masyarakat
seperti bedah rumah, papingisasi, dll dan pemberdayaan
masyarakat seperti pembinaan posyandu

Bagamana partisipas Masyarakat
daam Pengelolaan ADD Tahun
2015? Bentuk partisipasi apa yang
diberikan masyarakat?

a. Kurang Partisipatif

b. Cukup Partisipatif

Subroto (2009)

Dilihat dan ditinjau dari hasil musrembangdes dan kehadiran
pada saat pelaksanaan musrembangdes, masyarakat sangat
partisipatif
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c. Sangat Partisipatif

Kasus bagaimana Jika respon
masyarakat terhadap pembangunana
desa berskap negatif , apakah
tetap mel akukan

pembangunan atau  melakukakan

pemerintah

musrembangdes kembali?

Jika respon masyarakat negetive itu berarti pelaksanaan
kegiatan pengelolaan ADD dalam desa tersebut tidak sesual
rancangan yang ditujukan dalam perencanaan pembangunan

desa

Bagaimana Penatausahaan Keuangan

Desa dalam Proses Pembangunan

Permendagri No 113

Penatausahaan desa pada tahun 2015 untuk program

perencanaan sudah menggunakan program E-VB tetapi untuk

Desa? Tahun 2014 semua proses pelaksanaan hingga pelaporan masih
menggunakan pel aporan desa
Pengawasan dan Evauas Untuk pengawasan dan evaluasi selalu ada sesuai berita acara
Pengelolaan ADD di Desa Bimoregjo yang dikeluarkan oleh kepala desa
Perbup No 13 Tahun 2015

Tahun 20157

Apakah Pengawasan dilakukan mulai
dari proses perencanaan, pelaksanaan,
dan pertanggungjawaban?

Y adilakukan dari proses kegiatan fizik 0% hingga 100%
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Apakah terdapat Berita Acara saat Y a ada berita acara pada saat pengawasan
melakukan Pengawasan dan Evauas
saat proses perencanaan, pelaksanaan,

dan pertanggungjawaban ?

LEMBAR WAWANCARA

Narasumber : Pemerintah Desa Bimoreg o Kecamatan Wongsorggo  Kode : BD
Nama : Bapak Sholehan

Jabatan : Bendahara Desa Bimoreg o

Tanggal Pelaksanaan wawancara : 4 April 2016

Pertanyaan Sumber Jawaban

Bagaimana Pendapat Bapak tentang Pengelolaan ADD sangat baik didesa bimorejo
Pengelolaan ADD di Desa Bimorejo

Tahun 20157 Perbup No. 13 Tahun 2015
un :
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Kendala-kendala apa yang dihadapi
dalam pengelolaan ADD tahun 2015?

Perbup No 13 Tahun 2015

Sebenarnya tidak ada kendala namun terkadang karna perbedaan
pendapat setiap perangkat desa..

Apa yang Bapak/lbu  ketahui
Mengenai Penatausahaan ADD?

Ex kasus:

Adanya perbedaan hasil kinerja
pemerintah dengan hasil pencairan
dan penyauran ADD, sehingga

terjadi pemborosan anggaran akibat

Permendagri No. 113
Tahun 2014

Penatausahaan ADD pada tahun 2015 dilakukan perencanaan melalui
program pemerintah banyuwangi yaitu hanya proses perencanaan
menggunakan E-VB, dan selanjutnya untuk proses atau tahapan

pel aksanaan sampal pelaporan menggunakan sistem desa

Kita sebagal perangkat desa berusaha sebaik mungkin melaksanakan
kinerja pemerintah dalam pengelolaan dengan baik, jika ada tambahan

ketidak efisiennnya kinerja nilai pengelolaan ADD maka kitalaporkan dalam ADD Perubahan
pemerintah

Apa yang Bapak/lbu ketahui Pengelolaan ADD dilakukan untuk pemberdayaan desa dan pembinaan
Mengenai Pengelolaan ADD? desa agar menjadi desa yang maju dan berkembang

Ex kasus:

Apakah sudah sesuai  pengelolaan Sesuai atau tidaknya pengelolaan ADD dengan hasil akhir tergantung
ADD dari tahap perencanaan, dari pelaporan, kita dapat membandingkan pengeloaan ADD tersebut
pelaksanaan, dan tahap pasca dalam kegiatan awal pelaksanaan hingga pasca pel aksanaan.

pelaksanaan dengan penyaluran dan



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

107

Pencairan ADD

Apa yang Bapak/lbu  ketahui Pelaporan adalah hal wajib dalam setiap pengelolaan ADD agar
Mengenai Pelaporan ADD? menjadikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di setiap desa dapat
Ex Kasus: bersifat akuntabilitas.

Sulit melakukan pelaporan dana ADD
secara transparan dan Akuntabel
sesuai dengan Perbup No. 13 Tahun
2015?

Tidak ada kendala pengelolaan ADD selama terdapat bukti langsung
dalam pengadaan barang/jasa

Apakah Bapak/Ibu sudah melakukan
Penatausahaan  dalam
pengelolaan keuangan desa sesuai

kegiatan

dengan prosedur ?

Kasus : jika terjadi perubahan sisitem
pencatatan dalam pengelolaan ADD,
Bagaiamana mengatasinya?

Permendagri No. 113
Tahun 2014

Sudah tentunya. Penatausahaan dilakukan setiap prosesnya

Jika terjadi perubahan sistem, kita tetap melakukan manua dan
pencatatan sesuai program pemerintah saat ini sehingga jika tejadi

kendala maka kita bias mengajukan |aporan manual yang kita buat.

Bagaimana Tahap Penyaluran dan
Pencairan ADD tahun 2015?

Perbup No. 13 Tahun 2015

Tahap penyaluran ADD terdiri dari 2 tahap yaitu tahap 1 60% dan
Tahap 2 40%



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

108

ADD Tahun 2015 Digunakan untuk

program apasgjadi Desa Bimoregjo ?

Kasus : ketersediaan dana yang tidak
tepat waktu?

Rosalinda (2014)

ADD diguanakan untuk program penyelenggaraan pemerintah,
pemberdayaan masyarakat seperti pelaksanaan papingisasi, bedah
rumah, dan pembinaan masyarakat seperti posyandu.

Hamper tidak pernah adanya ketidak tepatan dana, sebagai pengelolaan

yang baik kami mengusahakan dana cair sesuai tahapannya.

Bagaimana Penatausahaan Keuangan

Desa dalam Proses Pembangunan

Permendagri No 113

Penatusahaan di Desa Bimorgo ini dikelola dengan baik seperti

adanya laporan semesteran, laporan realisass ADD, dan buku kas

Desa? pembantu
Tahun 2014
Transparans pel aksanaan pengel olaan Tentunya dilakukan Transparansi agar pengelolaan ADD berjalan
Alokasi Dana Desa Tahun 2015? dengan baik
Subroto (2009)
Kasus:
Bagamana Penyusunan Laporan | Perbup No 13 Tahun 2015 | Penyusunan untuk laporan berkalan menggunakan laporan semesteran
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Perkembangan berkala, buku besar
bendahara, dan buku besar pembantu
bulanan pada saat pencairan ADD
tahun 2015?

Kasus : bagamana jika pada saat
penyusunan perkembangan berkala,
pencatatan buku besar bendahara, dan
buku pembantu bulanan tidak sesuai

dengan hasil penyaluran ADD?

dan ada juga buku kas pembantu bulanan sesuai kegiatan yang
dilaksanakan

Jika saat penyusunan semua laporan tidak sesuai, itu berarti ada
kegiatan yang tidak terlaksana atau kegiatan tersebut tidak berjalan

sesuai perencanaan.

Bagamana ketepatan waktu dalam
menyusun laporan akhir dan laporan

kinerja pertanggungjawaban?

Perbup No 13 Tahun 2015

Penyusunan laporan sesuai dengan pelaksanaan dan penyelesaian
pengelolaan ADD

Pengawasan dan Evaluas
Pengelolaan ADD di Desa Bimorejo
Tahun 20157

Perbup No 13 Tahun 2015

Pengawasan dan Evaluas selalu dilakukan sesaut surat perintah dari
kepala desa Bimorejo
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Apakah Pengawasan dilakukan mulai Y atentunya.
dari proses perencanaan, pelaksanaan,
dan pertanggungjawaban?
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[ LAMPIRAN 2 ]

LAMPIRAN
BUKTI FOTO FISIK KEGIATAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
1. Papingisasi Jalan Lingkungan Mangaran RT 03/02 Dusun Aseman
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2. Pembangunan Plengsengan / Talud Penahan Badan Jalan H. Thoyib Dusun
Aseman Desa Bimoregjo

(Kondisi 0%)

(Kondisi 100%)
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3. Foto Kegiatan Pengadaan Musrembang Desa Bimorejo
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[ LAMPIRAN 3 ]

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTER! DALAM NEGER!I REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 113 TAHUN 2014

TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106
) Peraturan Pemerintah No mor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri tentung Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa;
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Pernturan Pelaksanuan Undang Undang Nomor 6
tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indodesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

b Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatun dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558),

MEMUTUSKAN
Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.
BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

I. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
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mermaliki bataa wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurys
urussn pemerintoban, kepeotngan maxacaknl sitampot berdiasarkos
prajkarsa masyarsical, hake meal uaul, dan/atng hak tradizonnd yung dinkual
dan dibonnat dolam s fstem pemerintaban Negorn Kesatuun Republik
Indopesia,

1 Pemerintahan Desa aclulah peayelengzaraan urusan pemenniahan dan
epentingsn mssyarakit setempat Salam sistom peroerintahan Negara
Kesatuan Keplbitie Intinnessy

Y Pemerintah Desa adalah loopala Dess atal vang discbat dengan nama lals
dibisnr pernngiat Desn solngs Umar penslengzin Permeriotalaeg Desa.

4 Hadan Permusyawaratun Désa atau yang disebuc dengan nama lain adalsh
lembaga yang melalsanskan jungs penerintalum yong sngpothoys
mesupsadcan wakil darl penduduk Desa berdasackan ketecwalsilan wilayoh
&an dierapkan secara demakratis.

). Keuangan Desa adalal: setmua hak dan kewajiban Desa yang dapat divilni
denigin Gung serta sepala sceualy Derupa uany dan berang yang
berbuburnigan dengan pelalcsannon hak dan kewajiban Desa.

& Peopelolaan Keuangsn Desa adelsh Rselurchen Weglutan yang melipan
perencanaan, pelaksanoan, penatausshionn, pelaporan, dan
pertanggungjawaban keaangan desa.

T Retesna Kerja Pemenuptah Desa, selanjutnya dissout RKPDen, adaloh
penjaboran dan Rencano Pembangunsn Jangko Mesenpah Desa antuk
pengka wakty | {satu) tahun,

K Anggeran Pendapatan dan Belarys Dese, acloputnyn dscbur APBDesa,
adalah rencana keuangan tahunan Peoermtahan Dess

9. Dona Desa adaleh dana yang dersumber can Anggaran Peadapatan dan
Belanja Negara vang diperuntaldan dag Dess vang ditransfer mesah
Angparan Pendapatan dan Betarjs Docrah Kabugaten/ Kota dan digunakan
untuk membiayai penyelénprarasn pemeriniahan, pelaksansan
pembangunan, pembmaan kemasyarnkatan, dan pemberdayasn
masyarakat, |

10, Alokast Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, sdalah dana perimbangan
vang diterima kabupaten /kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belunja
Daerals kabupaten/ kota setelah dikurangt Dana Alokasi Khusas.

11, Kekompok transder adalah dang yeny bersamber dan Anggaoun Pendopotan
Belanja Negara, Anggaran Peridapacan Balonja Dasrah Provinst din
Angeuran Pendagatan Belamga Daeral Kabupaten Kata

12, Pemegang Rekuaaan Perundoloan Kevasgan Desa adalah Kepala Desa atau
sebvitan namn loin yang Karenn jabatunnys mermpunyol kewersangan
mwenvelenggarakon kresharuhng pengeiolssn Keuangan desa

13 Pelaksana Teknss Penpelolann Keusngan Desa yang selanjutays disingkat
PTPHD adalab unsur perangkat dess yang membuniy Kepala Desa uniuk
melaksanakan pengeiolann keupngan dess.

. Seleretanid Dosa adalahi bertindak selaky koordinatnr pelakaonasn
pengelolsan keusngan desa,

i5. Kepala Sekw adalals uasur dard palakesana télonis kegatan dengon
bxdangnya '

10. Bendahars sdalah unnur staf sekretenat desa Vang membldxag urusan
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adminstras keuangan untok menatausabakan ketangsn desa.

7. Rekenirg Kas Desa adalah refening teeipat memimpan ang Permerintahan
Desa yung menampung seluruh pererimanre: Desa dun digunalon unrak
mznhayar seiuruh pengetuaran Desa pada Bank yeng ditetapkan.

IR Pereriman Desa adalah Usng pung berasad durd sedurul pendapatan desa
yung masuk ke APEDesa melalisl relening kas desa,

19 Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarian dar APBDesa melalei
reRening Kas desa

ML Surplus Avggeran Desa ulaliah s=liail lebih antars pendapatan desp cengan
balangs desa,

11 Pefint Anggarnn Dess adalah selisih Mureng antars pedapatan desa dengan
belanja desa.

12 Sisa Lebih Pechitungan Anggaran vang seanjutnys disingsat SILPA sdalak
ackisih lehih realisas penerimaan dan pengeiuaran anggemn selama saty
penode wan

o, mmmnmmhhpmmpmdmmymmm
cleh Kepals Desa seteluds dahas don discpakarl bersama Sadan
Permusyawaratan Dena,

BAB T
ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

()} Keuangan desa dkcelcls berdasarkan & sasoisas transparsn, skuntatel,
pantisipari! serta dilakelan dengan teetih dan disiphin anggaran.

@) Pergelolaan krusngan desa sebagaimana dimakwud pada ayat (1), dikelola
Galam masa 1 (83t than anggaran yakm mulal tangsid | Januan sempa
dengan tungegl 31 Desectbier,

BAB I
KEKUASAAN PENGELOLAANY KEUANGAN DESA

Pasal 3

1) Kepols Desa adulsh pemegang keliasiun peogelolasn Reunngin desa dan
miwnkil Pemnrintol Dess dalam  kepesililan Kekayaan milik desa yang

|3 Kepads Desa sobagal pemegang kekbassan perigelolaas Kouangan desa
sebagrimana dmaksud pada ayat (1], mempunyai Kewenongan:

menetapkan FTFRD;

mtnetopian peluges yung mmelakukan penungitan peoerimaan des;

menyetujul pengeluurun ates kegiatan yung ditetnpkan dalam APBDesa;

o

e medakukun tindakan yang mengakibuthan pergeluaran atas beban

e n ow
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AFBDesa,
|3) Kepala Dees dalom meloksanakan penpelolasn kesaniun desa, dibantu
vieh PTPKD
Puenl 4

(1) Pr#KD sebagaimanu cimultsud delam Pasal 3 ayat (31 borasal dart unsur
Peranghas Desa, teadinl darn
+. Sexresaris Desa;
b Xopals Sghsi dan
¢. Bendahara.

(2| PTPKD sebapgrimana dimaksud poda aval (1) dtelaphan dengan Keputusan
Kepala Desit.

Paral 5

(1) Selcretaris Desa sebagaimana Gimaicsod  delem Pasal 4 ayat( 1) burul o
bertindak selaku koordinator peiaxsana taiciis progelolaan kewsngan dess.
(3} Sekrrturis Desa selaky beordnator pelaksana teknis peagelnlann Keuangun
desa sebosgaimuns dimaksnd pada ayas |1} mempunyai tugan:
& menyusun dan melaksanakan Ketjiakan Fengeolan APSDesy
5, menyusun Rancangan Peratiiran s tentung APBDess, perubahas
APBDes: dan pertanggung jawnban pelaksonnan APBDes;
¢ melakukin peogendaliun terhadap pelaksanaen loegintan yang twiah
ditelapian dalum AFBDvs
d meryusun pelaporin dan pertanggungjawahan pelalcsaraan APEDese;
dan
= melakukean verifikosi terboadop bukiEbuikai penerimaan dan pengelusran
APBDesa.

Pasal 6

13 Iepdnmm.nmdmbud clalam Pasal 4 syat |1) huraf b
bertindak sebagni pelaksans kegatan sesuad dengan bldangnya.
12 mmmmmmaxmapmmxmmmmm
mm);;un rencans pelaksanaam Xeglatan yang merjadi tanggung
Swabava

b melaksemakan Kegatan dan/atau bersamy Lemhage Resasyarakatan
Dusa yang telah ditetapiosn @i dalam AFEDsan;

¢ melakukan tindskan peigelaaran Yang menyebabkan atas beban
anggaran belanja kegintin;

d. mengendalikan pelakssnnr kngmine;

+ mulaporkan perkembangan pelaksanman keginton kepads Kepols Desa
dan

. mengyiapkan dokumen anggaran atas beban pengriuaran pelakaanann

-

Pasd T
1%} Bendahara sebagnimana dimslosud dalam Passl 2 ayst |1) huruf e di jmnat
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oh sal pads Uriiesn Keuangas.

2 Benduhuey pdapaimans dmaksud paft myat 1] mempunysi tugas:
mumgrina, menyimpan, menyetorican/membayer. menatyasahaian, dun
mempertangguegjawablon penerimsan pendaputan desa dm pengelasenn
pendapatan desa dalom rongia pefaksansan APEOes

ARV
APEDew
Pasal 8
(1] APBDesa tordel atas:
u. Pentlaputan Des
h Mn# Desa; dans
¢ Pemberyaan Desa,

1% Pendapestan Desa sehagaimana dimaksud pada ayat |1 humf a
diklasfila menurut kelempak dan jenis

3% Belanje Desa sebngamana dimakysd pada aymt (1) bural b didasifikssican
mentarat kedampok, keytatan, dan jenix

4 Pembiayeas sebagramais dimakyvad pade avst (1) o © diklaifcskan
menunit keompok dan wois

Bagian Kesatu
Pendapatan

Fasal 0

{1} Pendapainn Desa sedegaimans dimakoud dickm Prsnd 8 syat (1) hsrul o,

mefiputi semua penenimaan uang melatul rekening desa rong menipakan
hak desx dalam | Jsity) taham anggaran yang tichk pertu dihayar kemisl|
okhdesa.

12 Pendapanan Desa sedugalmuns dimaksud  dadam Pasal 8 avat ( 1), terdins
utas kelompok:

». Pendepatan Ash Desa |PADesal);
b Transter; dan
& Bendigutan Lain-Lam,
13) Keleerpak PADess sebagaimnen dimaksud pecis ayat (2] huruf 2, terdin atas
e
2, Hasdl usahz,
b, Hasdl aset;
¢ Swadaya, pariupesi dan Gotong royeed; dan
i lain-lin pendspaien sshi dess.
14) Maeil usaba desa sebagaimana dmaksud pada ayat (3 hurd @ antarn Jain
sl Bumdes, tamab kax desa.
|51 Hazil asct sebagaimana dimalosud pada ayat [3] horuf b antara txin
tambatan perahu, pasar dess, tempat pemand & Smum, jeingsn T1gass

101 Swadive, partisRasl dan giinng royong seDagsinAna Clmabsud pada aval
(3} huruf ¢ sdalah sembangiit desgan Keknatan send yang melibatkas
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(7

(1

(2)

3

(3

(1)

(2)

(1

2

(1)

peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.

Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
d antara lain hasil pungutan desa.

Pasal 10

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b,
terdiri atas jenis:

a. Dana Desa;

b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
c. Alokasi Dana Desa (ADD);

d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan

e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten /Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus.

Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan
penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak
30% (tiga puluh perseratus).

Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
¢, terdiri atas jenis:

a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan

b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pasal 11

Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a adalah pemberian berupa uang
dari pihak ke tiga.

Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam  Pasal
10 ayat (2) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan
pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Bagian Kedua
Belanja Desa

Pasal 12

Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b,
meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban
desa dalam 1 (satu) tahun anggaran vang tidak akan diperoleh
pembayatannya kembali oleh desa.

Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam
rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.
Pasal 13
Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1)
huruf b, terdiri atas kelompok:
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
c. Pembinmaan Kemasyarakatan Desa;
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d. Pémberdayaan Masyarakat Desa; dan
e Belanja Tak Terduga.

(2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam

(3)

(1

2

(3]

(1

2

(3

(4

kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam
RKPDesa.

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :
a. Pegawai,

b, Barangdan Jasa; dan

¢. Modal.

Pasal 14

Jenis bel::mja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf
a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi
Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD,

Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam
kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran
penghasilan tetap dan tunjangan.

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya
dibayarkan setiap bulan.

Pasal 15

Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam P asal 13 ayat (3)
huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang
nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
. alat tulis kantor;
. benda pos;
bahan/material;
. pemeliharaan;
cetak/penggandaan;
sewa kantor desa;
. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
. makanan dan minuman rapat;
pakaian dinas dan atributnya;
perjalanan dinas;
. upah kerja;
honorarium narasumber/ahli;
. operasional Pemerintah Desa;
. operasional BPD;
. insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan
p. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

opgrEFTEER DS LN O

Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf o adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam
rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan,
perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta
pemberdayaan masyarakat desa.

Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat  sebagaimana
dimaksud-pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan
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kegiatan.
Pasal 16

(1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3} huruf ¢,
digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang
atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih deri 12 (dua belas] bulan.

(2) Pembelian /pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 17

(1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah
Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.,

(2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan
berulang dan/atau mendesak.

(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain
dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.

(4] Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena KLB/wabah.

{5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagéimana avat (3] ditetapkan dengan
Keputusan Bupati/walikota,

(6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Pasal 18

(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf ¢
meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

(2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri  atas
kelompok:

a. Penerimaan Pembiayaan; dan
b. Pengeluaran Pembiayaan.

(3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) hurufa ,
mencakup:

a. Sisa lgbih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
b. Pencairan Dana Cadangan; dan
¢, Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

(4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa antara lain
pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja , penghematan
belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

(5) SilPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan
pembiayaan yang digunakan untuk:

a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari
pada realisasi belanja;

b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan

¢. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran
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belum disedesnion.

(5} Pemcairun dunu ced sebupdintuns diraliend]  sadi avet (3 hurufd
mpumuuuxmmmmm adunges dari vl .
dane casangan ke rekomg kos Dess Salem tnhus scaparnn berkesaan.

1 Hasll perpaasan lekeyaan desa yang dipbutiken sebapumana  dimaksud

ayat (% huruf ¢ dgurakan ustult  menganggarkan hasti pespuston
Ay Bess yueg dipisahiken,

A Paml ¥

1) Pezgeivaran Pembioyumm seoagaintans domakisud  dalam Pasal 1N ayot (8
nurarlt, terde dan -
t Pembentulian Dana Cadungan. dan
s Menyerfum Modai Desa

14 Prserintuh Desa dupal messtontuh dan sullnpun sehagaimana

Mimnukatd pade ayat | 1) Bucal o dotui sendinie kegiatan yang peayediaan
dananys sk dapat sckealipes/ sepennhnys ditebasiou dilam antu tahun

AngRUra

1% Femibentikss S tadunpgen sebugonimacse disukaud pala ayet 12)
ditetapkan dengan peraturnn desa,

14 Pumtaran déan sbugsimans dorakseid peds wyal 13) paling sediks
mermunt!

o peotnpan tjwen prmbontuken dens cadungas;
S program dun kegitatan yang skan diblar darl dans casangan;
& Beshran dun rincinn b Aaris cadangan yang harus Sangparican;
& samber dare cadingas. dan
= lahn enggaran pelaksrnien ek cadunyan

|51 Pembentukan dasa codungan scbagumana dmaksud podn w43 dapm
teraumber dorl perytainen sy penerimann Desa. lovuall dert  penenmaan
m.munnmqmumamkmm khusus  berdasarian
peratueen

161 Pembantukon darna codungan -Munummwmlymm

. Iyeul o dilegrpaties puda reketisg ersstulin,

171 Penpanguaran dasa sodangas tidek merbinl tahun a0l mas jubatan
Kepala Desa.

sap Vv
FENGELOLAAN

Bughun Nesatu
Prrmcnnsas

Fasal 0

1) Seaets Desa menyusun Racenpin Feeatuun Desa tentung AFEDesa
berdoanckan RRFOesn tahus berkeonan,

12} Sckrrtiin Desn mersy et ¢ et Prvut e Do teatany
m-kqnuux-phum
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%) Rancangan peraturon Desa tentang AFBDesn seboagalmana dimaksud pada
ent (2) disampaikon olel Kepala Dean Kepada Badan Permusyawaratun
Desa untuk dibahos dan disepaicats hersama.

%) Rancangnrn Peraturon Desa tentang APSDess discpakats bersama
sabagaimana dimalasd peda ayat $3| pading loabat bulas Cliolier talius

Pasal 21

L) Raneangos Peraturon Desn tenstang APDDess vy tetad) disepaloats bersanus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat |31 Sisampalkan oiel Kepals
Desa kepada Bupatl )/ Wakioa melalud samnat gy sehutan lals paling
Jarmbat 3 (Hpa) hass seink disepaloati untyl divoluise

12) Bupati/Walikots me  netepkan hasil e valoasl Runcangan AFBDesa
sebagnimann Smalostad pocdn ayut (1] palng lams 30 Mok paliuh) har kee
wrink diterimanyn Rancangan Pernturmm Do tentang APRDexa,

[3) Dialucn sl Bu purd/ Wilikoti tduk membertboen Busd svuluus dulim Latus
wakty sebugaimuna dimadoud pade ayat (2] Peraturan Desa tersebut

beriaky dengan sendinnym.
(4) Dialiss bal Buputi/ Walil vatulent honil evaltsnss Ri nesngan
Prraturan Desa tentang APBDess tidak seanen dengan kepentingan wmem

dan peraturan perundang-urrdangan yung lebih unggi, Kepala Desa
melolukon penyemadrnuan paliog lama 7 (tuiaky e Kera teditung sejal
dilerzmunyn hasil cvnluasi.

' Pasal 22

113 Apabila basd evaluns tiak daindolcenjull okh Kepala Dese  sebayaimana
dimakwvod dalass Pasal 31 apat () dan Kepals Dead eetap meneraphon

Rimcangus: Pecuturun Desa tenteng APEDess menjadl Peraturin Deas A
Bupats/ Walilkots msembutalkian Peratirun Dens dengun  Keputusan
Bupnts/ Wallkota,

12) Pembatalan Purnturan Diess smebaguimuna damaoad pada synt 1) aokaligus
muenyatakan bariakunyoe pagu APRDesy tabnin anggaran sshelumaya.
13 Dudoan hal Pembatulon scbaguimana dimaksud puda ayat |2) Kepala Desa
hanya dopat sedakuikun peapelunran terhadup operasional
EErgarnan Dewa

i pemnataisn sehagyim
:PQTWMMWMMcmmm

Pasal 23
13) Bupati/waliicora dapat inenddegasixan evalussl Raacangan Fesaturon Dess
tentang APBDess Kepoda camal stay sebucan lain.

13 Cansnt senetapkan hanil evaliasi Rancangan APBDosa sebagaemana
dimaksud pada ayat (1) paling lanus 20 (due putufi har keja sggak
Rancangas Perutican Desi tentang AFBDesa.

(%) Cedam bal Caomat tidnk membonkan sl cvahiasi dalam bates wakiu
webugnimana dimaiksud poda ayot (2] Peraturan Desa tersebat berfuke



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

-1‘.

Sengan seadirson.

W Dalam hal Camat  mamyatakom hasll esaluast #a ncangsn Peraturan Desa
tentang AFEDess tdel w2oual dengan kepentingu umam dam peratursn
perandang-undangan yeng lebth tnggl, Kepaia Desa melakukan

perpemparnee paling bma 7 jrugok) han loenu terutung sgal
Arerimasya hasil evalinsd.

51 Aparda hastl svaluas sk dinncaldanput aish Kepals Desa sebapumana
Seraloud ayar [4) dan Kepuls Desu 1 menrtapkan Raocangon
Peraturss Desa tentang APBDesa meryad Peratuzan Desa, Camae
senvampaiicas uaulan pesdarilun Prraturan Dess kepada
Byt Wanlikota

1) Reterstuun lebil lanjut mengenal peadelsgasian evilluusl Rascengan
TPeratures Des tantang APBDesn kepuda Camut distur dialas Ploaturas
Iapsal) Walikota

Baginn Kedun
Pelakeanaan

Pasdl N
(1) Semusa penermaan dan pensgrivaran desa dajom rengicn peiaies
keosnangan desa dilaioarainn meaiul rekemng Kae desa

R Klum ) s sang bvlum memliki pelayanan pertasnkoas & wilasahnys
maka pergaturannys deetapkan oleh Pemerintab Rabupates (Xma.

(N1 Semwas penerimann dan peogilusrmm doss selugaasana dimaliend pacs ayut
|13 B didubousa oleds buky yang lengkap dan sab

Pusul 25

(1) Pemuomneah desa diamng melaledan punguinn sbagl penmimaen dets
selain yarg Mpun dalam peératuran gosa.

(8] Itmh!mdm menyimpas wang dadum Kex Desa poda pamiah tertents
dalam rangica memenuhi kedumban opernsional pemenninh desa.

() Feugatitran junsiah vang dalun ks desn scbagaimans dimakoad pada
wyat G} ditetapkan dalam Peraruran Bupat)/ Wallketa

Pasal 26

i Wumd—)mummwmomt“hpx
dlsdoukas ssbedom roncungas peratures desa (entang AFBDesa dltstapkan
mesjadi peruturan desa
2 wmmmmmm:mwxmmk
p::mhmmm\u Ao eperasinnsl pericanteenn
MM‘ peTALuran kepals dews
(7} Pooggansss bays telt terdups teckebih duly herus ditmat Rinclan Anggras
Biwra yang yelnh dinshian oeh Kegula Desst.

Pual 27
(1] Paksann Kegintan mevgainkan pentanms untuk meliiousakan Kegntan
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Srtin dinertal desgnn dok L Lty Wepcuna Attgansan Blava

() Rencana Anggnran Bava eshagramana dmﬂuunpduyu {13 o vertfikas
aivts Sekretarin Ovan dan & sabkan nlek Kepuln Desa
13) Pelalosuta Keglatan Wmnmmmnn pengeluaran
ynng menyehabisan mtae boban angparse belsos kngintan deiges
IANPErPEnNEAD Mk prmbanty kee kegmlan sebugal
erinnggungewabun pelaksanans keglatan duless
I'nanl 24

1) Berdasarkan rercars ungguras Suys webagomna dmaksod dodam  Pasal
27 st | 1) peliksins Kegaran wengyukan Surat Permmtaan Pembsgaran
SFP) kepods Kepade Désin

2] Surul Peroimnen Pembarune (SPP sebognimana dimaksud pode ayat (1)
tdak boled diakuican sebeium Darmg dan atan fasa diteroma,

Prssl 29

Pengijuan SFP selgpamens dionuksud Saluom Pased 25 ayac |1) wedin s
& Burat Permintaan Pesbayaron [SPPY

B Pemyetasn tengeysgewats belania, dan

¢, Lampian Bakt) vunsaksd

Praal 30

(1) Dulam pengajious pelasanun penthayarun sebagaimans dimeioand dakam
Pasol 29, Selretnris Des berkrwnjthan untuk:

A meosidt Kelrmgkigue permantian pembayures & ajukan oleh pelalisana
keglatan,

LS mmk-e-wmp-bzmpu@hmnm&mm,m
tnnnm e
o nmmlmmﬂmmmwhmmmw dnn
. mesalak pengajues permiolum pembayaran oledy pelakasns Kegutan
tdak memenuhl persyarnean yung dastapkan

2 SPP yany tebal di vorsEiis Seiretaris Ot sebagaimana
dalovad pad ayal (1), Kepla Desa menyetajui peemintaan pembayaan
dass bendatiana medakulun pestayacan,

) Pembuayuran yang teluh dilsoshars sebapalmbni padu ayat (2] selangamya
beadaher meldulan penculatan pengeiowun.

Pasal 31

umm«umwxbmwmummmm pujak
Linnys, wajib menyetoricm sadaruh peserismaan potangan dan pajak yang

dipunpuitnya ke sekentng ki negass sesunl denyan ketentuss peraturan
perandang-undangas.

Fasal 32
fonpudnan  barang den/semn  jara di Do disctarr dengan peraturen

Erapatl S enitkoln dengan brrpediomes pady Ketesian poeraturan perundangs
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undangan
Paaal X3

(3] PFerububan Feraturas Desa tentang deput Slukouun apatda tegad].
" MMmmhthpmmuthu
belisie

b keadapn yaog menyrhalikan niea (sbilh peshiunyen argpren [HilPA]
tahum sebelumnys harus Syunakons dalun tadan beévjaliey

© tesfadi penambalun den/utey pengurangan defam perdlapotan dosa
pada tabvon berjnian; dan /atau

& wempedi peristawa kKluiels, sepeet] Denvanu ubes, Sriss palitic krisie
ehrmamsi, dan /atinl Keresolan sseal yang herkepanjangan:

e perubahan mencanar atax keikyakas Pemerintals Sin Pemerintalt
Drnerndns.

18 Perutizzan APEDesa hanya dapat dilsksdomn | o] kah dalam 1 st
ahiun angarae

M Taza carn pengagaan perivbahan APSDess wdalah sarma dosgan tals cien
penstapan APRGesa

Pasal 34

" Dam hal Bantsas Mruanpss dan APED  Provies: dan AFBD
Kabupeten/ Kot wote hilabh S buntuaen rhak X053 vaag Gdak meagkar
e desa disaiucknn setddah ditsagicannyn Prtaturan Desa tentang
Perubahian AFE Dess |, perudahan dinur demgon Perntaram Kepwin Dess
wwnang perubobisn AFBDess

{5 Perubahun APEDesa sebaguimara dimaksud pado syt (1] dliinfersmesiien
kepnda BPD
Haglan Ketiga
Peoatausahizan
Pran] 35

(1) Penal iy dlakukan fieh Beedahare Desa,

() Bendahams Desa wagth melokubonn percwtatnn sotisp penrimasn den
pengeiuaran secta madalesiown turup ok setip wknie bulen scoen
tertih.

11} Bendahara Desn wayih messertsnppunpanubloo uung melads paras
pertanggung awstun -
#) Laporss pertanggurgirvaban sehaguesns dimekud puds aya 13)
dizampaskon wetinp bulin kepncie Kepatls Dosa dan padey lenbat tangiul

10 hulan berikutign,
Paral 20
Penatausatman peosrmnaan don pegelvaren  selogaimass diruksus dlas
Pasal 35 ayat {2 menggusakan)

A bukw koes ummumy
b buku'Kas Fembaniu Pajok; das
<. buku Pan¥
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Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 37

(1

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa

kepada Bupati/Walikota berupa:

a. laporan semester pertama; dan

b. laporan semester akhir tahun.

(2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
berupa laporan realisasi APBDesa.

(3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun
berjalan.

(4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban

Pasal 38

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun

anggaran.
(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

(3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan

APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:

a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
Tahun Anggaran berkenaan;

b. format,Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran
berkenaan; dan

¢. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang
masuk ke desa.

(4]

Pasal 39

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3 § ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari
laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 40

(1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 7 dan 3 8 diinformasikan
kepada masyarakat sccara tertulis dan dengan media informasi yang
mudah diakses oleh masyarakat.

{2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan
pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
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Pasal 41

{1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 8 ayat (1) disampaikan
kepada B'upati /Walikota melalui camat atau sebutan lain.

{2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah
akhir tahun anggaran berkenaan.

Pasal 42

Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa |, Buku Pembantu Kas
Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta
Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa
pada semester pertama dan semester akhir tahun serta Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20, Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 29 huruf a dan huruf b, Pasal
37 dan Pasal 38 tercanturn dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam
Peraturan Bupati/Walikota.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 44
(1) Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan

penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan
Retribusi Daerah dari Kabupaten /Kota kepada Desa,

(2) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan
pengelolaan keuangan desa.
Pasal 45

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri'ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia
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REPUBLIK INDONESIA,

ttd
TJAHJO KUMOLO
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o [ LAMPIRAN 4 ]

%

' o
ith
HUPATI RARYUW AN
! K4LMAR
PERATURAN BUPATI BANYUWAKC]
NOMOR 13 TAHUR 2015
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS DAN TATA SARA PENETAFAN RESARAN
ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANOGARAN PENDAPATAN DAN
BELANIA DAERAK KABUPATER SANYUWANDI

OENGAN RAFHMAT TUIIAN YANG MANA 254
BUPFATI BANY UWANGH.

Menimbany | betwan dalise  mengis Deimaosandan - keteman  pasal 96
Feratsean Pomerntah Nemer 43 Tahun 2014 wnteg Presturan
Pelakooraan Undang urednng Nuser 6 Yakun 3013 temtang Desn,
peeia  mesenplan  Peratusas  Supatt  Bangusiegl  entang
Pederman Teknow Dan Teta Care Proetapan Besacen Alokasi Darw
Desa Yamg Bersusmber Durd Angpetin Fenduparan D Selarge
Deeral: Rabupares Sansuwang.
Mesgingas 1L Unidasg Usdesg Nomar 33 Taves 004 tentang Penmbaagan
Keumngan nrtars  Pemerntah Pusst dun  Pererimalian
Daerah (Lemdwran Negara Repoblie Indonesia Tetun 2004
Nemor 128, Tembaban Lesharss Negore oepublis Baloesa
Nuenoe $238;

1 UndengUnleey Sor 6 Tabun 3014 moarang Desa
{Lembtoran Segaew Repubth ladonenin Tahiyn J014 Nemer T,
Tambahan Lersbarny Negars Repubiih Infuncsls Nomer
3195

3 Usilseg U Nomow 25 Talmn 3014 tentang
Pemermmahan o (Lembrsn Negara Frpulbitk ledomeas
Tabun 2018 memeyr 234), Tambahan Llenbandn Negun
Repuhik indoness Nomoy 5587

A, Uudiog-l'odarg Nomur 30 Tahun 204 entang Adminstrd
Pomerintahian Lembwran Negars Jadosesin Taliun
2014 Nomee 293, Tembaliao Negurn Meguhik
Informesa Nomar 36011

S Permturan Pemennish Nomor 35 Tahun JOUS sentang Ders

Sembaran Negan Indonssia Tahun
2005 Ramar 137, Tanbahsn Negara Hepubdk
Infareeis Namar 4575

6  Peuturan Nmenutalh Somer 4) Tebun 2004 evang
Permturan Pelakoansts: Undung ceding Noawr & Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negarn Mepoliik Indoowen
Tahuyn 2014 Kemer 120, Tatthalan Lemburan Negun
Repohlk Indonenis Nomor $519;

i
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7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007
tentang Pedoman Umum Tata cara pelaporan dan
pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tabun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan

' Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun
2014;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun
2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS DAN TATA

CARA PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BANYUWANGL.

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

) B8
2:

3.

Bupati‘adalah Bupati Banyuwangt;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah vang selanjutnya disingkat DPRD adalah
DPRD Kabupaten Banyuwangi;

Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di
wilayah kerja kecamatan vang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh
pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan
otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;

Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang,
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan
melaksanakan tugas Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah
Kabupaten;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah;
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(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Dalam hal kemampuan keuangan daerah belum memenuhi untuk
mengalokasikan anggaran ADD sebesar 10% (sepuluh per seratusj
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengalokasian ADD dilakukan secara
bertahap.

BAB Il
PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

Setiap tahun pemerintah desa mendapatkan ADD yang ditetapkan
berdasarkan jumlah ADD Minimal dan ADD Proporsional menurut nilai bobot
desa yang dihitung berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan;

Penghitungan besarnya ADD Minimal dan ADD Proporsional sebagaimana
dimaksud pada avat (1) ditentukan berdasarkan penghitungan:

a untuk ADD Minimal = 80% (delapan puluh persen] dari pagu ADD
Kabupaten dibagi jumlah desa dalam Kabupaten;

b. untuk ADD Proporsional = 20 % (dua puluh persen) dari pague ADD
Kabupaten X nilai bobot desa.

Pasal 5

Penghitungan besarnya nilai bobot desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4
ayat {2) huruf b setiap desa ditentukan berdasarkan indikator sebagai berikut:

a. Indikator jumlah aparatur pemerintah desa

b. Indikator jumlah penduduk dess;

¢. Indikator angka kemiskinan;

d. Indikator luas wilayah desa;

Indikator sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung dengan bobot:

a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk aparatur pemerintah desa;

b. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk Indikator jumlah penduduk desa;
¢. 35% (tiga puluh lima per seratus| untuk Indikator angka kemiskinan;

d. 15% (lima belas per seratus) untuk Indikator luas wilavah desa;

Penghitungan masing-masing indikator untuk menentukan nilai bobot
masing-masing desa, dilakukan dengan menetapkan nilai interval/antara
dengan skor nilai sebagai berikut:

a. Skor indikator jumlah aparatur pemerintah desa, sebagai berikut:
1) 1 sampai dengan 10, nilai skornya 10;
2) 11 sampai dengan 15, nilai skornya 20;
3] 16 sampai dengan 20, nilai skornya 30;
4) 21sampai dengan 25, nilai skormya 40;
5) 25 keatas, nilai skornya 50.

b. Indikator jumlah penduduk desa:
1) 0 sampai dengan 5.000, nilai skornya 10;
2) 5001 sampai dengan 10.000, nilai skornva 20;
3) 10.001 sampai dengan 15.000, nilai skornya 30;
4) 15.001 sampai dengan 20.000, nilai skornya 40;
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%)

(6]

(7)

(8)

(1)

S) 20.000 keatas, nilai skornya 50.
c¢. Indikator angka kemiskinan:
1) 0 sampai dengan 1000, nilai skornya 10;
2) 1001 sampai dengan 2000, nilai skornya 20;
3) 2001 sampai dengan 3000, nilai skornya 30;
4) 3001 sampai dengan 4000, nilai skornya 40;
5) 4000 keatas, nilai skornya 50.
d. Indikator luas wilayah desa dalam Km2:
. Dibawah 20, nilai skornya 10;
. Diatas 20 sampai dengan 30, nilai skornya 20:
- Diatas 30 sampai dengan 40. nilai skornya 30;
. Diatas 40 sampai dengan 50, nilai skornva 40;

80 o op

e. Diatas 50, nilai skornva 50.

Penghitungan skor masing-masing indikator dikalikan dengan nilai bobot
setiap indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yakni sebagai berikut ;

& Nilai bobot indikator aparatur pemerintahan desa = 25% x jumlah skor
dibandingkan terhadap jumlah total skor aparatur pemerintah desa di
kabupaten;

b. Nilai bobot Indikator jumlah penduduk desa = 25% x persentase jumlah
penduduk desa yang bersangkutan terhadap jumlah total jumlah jumlah
penduduk di kabupaten;

¢. Nilai bobot indikator angka kemiskinan = 35% x persentase jumlah angka
kemiskinan desa yang bersangkutan terhadap jumlah total jumlah angka
kemiskinan di kabupaten;

d. Nilai bobot indikator luas wilayah desa = 15% x persentase jumlah luas
wilayah desa yang bersangkutan terhadap jumlah total jumlah luas
wilayah di kabupaten;

Berdasarkan hasil penghitungan nilai bobot indikator sebagaimana dimaksud
pada ayat 4, semua nilai bobot indikator dijumlahkan.

Nilai' bobot indikator sebagaimana dimaksud pada ayat 5, dihitung nilai
koefisiensinya dengan membagi nilai bobot indikator dengan jumlah total nilai
bobot indikator.

Hasil penghitungan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (6] dikalikan
dengan indeks kesulitan geografis masing-masing desa di Kabupaten dan
selanjutnya dihitung nilai koefisiennya per Desa.

Nilai ADD proporsional ditentukan dengan mengalikan nilai koefisien
sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dengan pagu ADD untuk alokasi secara
proporsional atau 20% (dua puluh perseratus) dari pagu ADD Kabupaten.

BAB IV
) TATA CARA PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA

Pasal 6
Bantuan ADD yang telah ditetapkan dalam APBD kabupaten disalurkan oleh
Pengelola ADD kabupaten sesuai besaran ADD setiap desa berdasarkan nilai

bobot desa sebagaimana diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 5
Peraturan ini;
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BAB VII
PENGGUNAAN

Pasal 11

(1) Penggunaan ADD didasarkan pada RKPDes vang secara partisipatif disusun
melalui Musrenbangdes yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD, LPMD dan
tokoh agama/masyarakat;

(2] Hasil Musrenbangdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam
Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

(3) Berdasarkan Peraturan Desa tentang RPJMDes sebagaimana dimaksud pada
avat (2), Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Rencana
Kerja Pembangunan Desa,

Pasal 12

Bentuk dan sistematika penulisan RPJMDes dan RKPDes sebagaimana dimaksud
dalam pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada Kketentuan peraturan
perundang-undangan vang berlaku,

Pasal 13

(1) Penggunaan ADD yang disusun dalam APBDes berpedoman pada RKPDes
yang telah ditetapkan sebelumnya;

(2) Penggunaan ADD dalam APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
mengalokasikan hal-hal sebagai berikut:

a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;

b. Penvelénggaraan Pemerintahan Desa;

c. Pembangunan;

d. Pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat,

Pasal 14

(1) Ketentuan pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan
Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2} huruf a,
menggunakan perhitungan sebagai berikut:

a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp.500.000.000,00 (ima ratus juta
rupiah) digunakan meksimal 60% {enam puluh perseratus);

b. ADD yang berjumlah Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) sampai
dengan Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal
S0% (lima puluh perseratus):

¢. ADD yang berjumlah Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus Jjuta rupiah) sampai
dengan Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan
maksimal 40% (empat puluh perseratus);

d. ADD vang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus Jjuta
rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus),

Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada avat (1)

ditetapkan dengan mempertimbangkan  efisiensi. Jumlah perangkat,

kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis,

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan

Perangkat Desa, diatur dalam Peraturan Bupati.

(2
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[ LAMPIRAN 5

N

J

DAFTAR HADIR

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DESA BIMOREJO KECAMATAN WONGSOREJO
KABUPATEN BANYUWANGI

NO |

NAMA JABATAN ALAMAT TANDA TANGAN
1 2 3 a
1. | NAWALI KETUA RT DUSUN BIMO
2. | M. SYARIF KETUA HIPPA DUSUN ASEMAN
| 3. | AHMAD SAHID KETUA RT DUSUN BIMO
4. | MULYADI KELP.NELAYAN DUSUN BIMO
5. " MOH. THOYIB ANGGOTA BPD DUSUN BIMO
6 | BONARI TOKOH AGAMA DUSUN ASEMAN
7. | NANANG ISWADI TOKOH PEMUDA DUSUN ASEMAN
8 | LASIPAN KETUA RT DUSUN ASEMAN
| e | QODIRAN, BA KETUA LPMD DUSUN ASEMAN
10. | SUJONO KELP. NELAYAN DUSUN BIMO
11. | ABDUS SALAM KELP. PETERNAK DUSUN BIMO
12. | MADIONO KETUA RT DUSUN BIMO
‘ 13. | SYAMSUL MA'ARIF | TOKOH MASY. i DUSUN BIMO
14. ‘ HARYADI, S.Ag KEPALA SEKOLAH DUSUN ASEMAN
15. | ABDUL MAWI KETUA RT DUSUN ASEMAN
16. | MARHATIP BEND. LPMD w DUSUN BIMO
17. | FATHUR ROZIKIN LINMAS ‘ DUSUN BIMO
18. | WAGITO TOKOH PEMUDA DUSUN ASEMAN
19. | SUNANTO KELP. NELAYAN DUSUN BIMO
20. | M. SUWITO, AMa KETUA BPD DUSUN ASEMAN ",
21. | SABAR SUTOPO KETUA RT DUSUN ASEMAN é
22. | BUSAIRIK KETUA RT DUSUN ASEMAN e |
23. | HESTI RAHAYU TP.PKK \ DUSUN BIMO | 23%
24. | TUMINI | KDER POSYANDU | DUSUN BIMO 246%&%
25. | MAKKI TOKOH MASY DUSUNBIMO  FEEZT .
26 | BASIRAN KETUA RT \ DUSUN BIMO 26.. &=
27. | KHOMAIRI KETUA RT ‘ DUSUN BIMO 27“,%,.
28. | HIMAMUHDIN TOKOH AGAMA | DUSUN BIMO a% ‘
29. | M.YUSUF ANGOTA BPD ' DUSUN BIMO ) zgﬂ—f({ o
30. | DARWATI TOKOH PEREM DUSUN ASEMAN 30.%&7 ‘
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NO NAMA JABATAN ALAMAT TANDA TANGAN
1 2 3 4 5

31. | MASDUKI ERSYAD KETUA RW , DUSUN BIMO
32. | SULAINIK PKK DESA DUSUN BIMO
33. | A. ZAINY, S.Ag | TOKOH MASY. DUSUN BIMO
34. | MUAJAM, S.Pd | TOKOH PROFESI DUSUN BIMO
35. | SUKIDAR ANGGOTA BPD DUSUN BIMO
36. | ABDUL GHOFUR TOKOH PEMUDA | DUSUN ASEMAN

| 37. | ZUHDI, S.Pd | GURU DUSUN BIMO

| 38. ’ AHMAD MUDHOFAR ‘ WAKA LPMD ‘ DUSUN BIMO
39. | SRIMUJIATI,S.ST | BIDAN DESA DUSUN BIMO

| 40. | SUDIYO BUDI ‘ANGGOTA 8PD DUSUN ASEMAN

| 41. | SARIMAN KETUA RT DUSUN ASEMAN
42 | SUTRISNO KETUART ‘ DUSUN ASEMAN

\ 43. l AHMAD DALILAN 'TOKOH AGAMA DUSUN BIMO

| 44. | DORA DEWI PKK DESA DUSUN BIMO
45, | UMI FARIDA KETUA TP-PKK DUSUN BIMO
46. | KHUSAINI KETUA RT DUSUN BIMO

. 47. { SHOLEHAN BEND. DESA } DUSUN ASEMAN
48. | YULIASTUTIK | KPMD DUSUN BIMO

| 49, | SITI MAHMUDAH GURU DUSUN BIMO

| 50 | SAYUDI KETUA RT | DUSUN ASEMAN

’ 51. | ROHMAT, SH \ SEKRETARIS DSA DUSUN BIMO

| 52, | SUNARDI, S.Pd | TOKOH PEMUDA '\ DUSUN ASEMAN

‘ 53. | AHMAD JUNAIDI TOKOHPEMUDA |  DUSUNASEMAN
54. | DWISUSANTO TOKOH MASY |  DUSUN ASEMAN
55. l ABDUL KHOLIQ KASI PEM DUSUN ASEMAN

‘ 56. | SAMSURI BABINSA DUSUN ASEMAN
57. | A.ZAENULLOHM KADUS BIMO DUSUN BIMO
58. | A.ZAENAL ARIFIN KAUR KESRA DUSUN ASEMAN
59. \ MAWARDI TOKOHAGAMA | DUSUN BIMO
80. | dr. TITIKISTIRO Ka PUSKESMAS | DUSUN ASEMAN
81. | BUHASAN ‘ TOKOH PEMUDA ‘ DUSUN BIMO
62. | IMAM NURWAHYUDI | TOKOH PEMUDA DUSUN ASEMAN
63. ' ANDI PURNOMO PPL PERTANIAN ‘ DUSUN ASEMAN
64. | SLAMET MULYADI | STAF KECAMATN DUSUN ASEMAN
85. \ Dra,SULISTYOWAT | CAMAT | WONGSOREJO

L | ‘
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[ LAMPIRAN 6 ]

GAMBAR ! PENAMPANG RENCANA PEMBANGUNAN

Nama Kegialan ' Peierjaan Pavingassi Jslan Lingkungan Mangaran RT 03 RW. 02)
Volume ‘SBMX1.7EM
Lokasi Dusun Asaman, Desa Bimeoreje, Kac. Vvangsorsio

Katupatan Saryuwsng

GAMBAR PENAMPANG FAVINGISAS!

Sy ! Pty wis Sy Sora 2l 2 108 4 40
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\
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REKAPITULAS!
RENCANA ANGGARAN BIAYA

NAMA KEGIATAN . Pembangunan Pavingisasi Jalan Lingkungan Mangaran , RT 03 RW. 02

LOKASI - Dusun Aseman, Desz Bimorejo, Kecamatan Wongsorejo.
JUMLAH ANGGARAN : Rp 23.262.000,00

SUMBER DANA . ALOKASI DANA DESA TA. 2015

VOLUME :98Mx1.75M

UMLAH TOTAL JUMLAH
JENIS PEKERJAAN . o KET
(Rp) (Rp)
= A
| |PEKERJAAN PERSIAPAN : 147.000,00 | -
|
1| |IPEKERJAAN PAVING : 20.880.125,00
11l [PEK. KUNCIAN PAVING : 2.164.986,60
IV |PEKERJAAN FINISHING : 1 000000
Jumlah Harga Pekerjaan 23.252.111,60
Dibulatkan 23.252.000,00
Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah
|

| Mengetahui Bimarejo, 24 Nopember 2015
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RENCANA ANGGARAN BIAYA

NAMA KEGIATAN : Pembangunan Pavingisasi Jalan Lingkungan, Mangaran

LOKASI : Dusun Aseman, Desa Bimorejo, Kecamatan Wongsorejo.
JUMLAH ANGGARAN : Rp 23.252.000,00
SUMBER DANA : ALOKASI DANA DESA (ADD) TA. 2015
VOLUME 1 98Mx176M
VOLUME HARGA JUMLAH
SATUAN HARG
| [PEKERIAANPERSIAPAN: | | | 147.00000
- Pengukuran dan pembersinan | 100Ls 72.000,00!
- Papan Informasi } 1,00 Ls . 4 75.000,00!
11" [PEKERJAAN PAVING : || 20880.12500
- Paving 21.0 x 10.5 x 6.0 mutu K 300 17.1:§°_, ”.‘.2, a 121.75Q.OQ 20.880.125,00
il |PEK. KUNCIAN PAVING : T | 216408660
- Pasangan beton tumbuk/C_gr ol ..2;94,_,’“3 736.§9q99 2.164.986,60,
| IV |PEKERJAAN FINISHING : . BT || se000000
| - Pembersihan Lokasi/Finishing: |  100Ls . 60.000,00
|
' Jumlah Total Pekerjaan 23.252.111,60
‘ Jumlah Total dibulatkan 23.252.000,00

Bimoreio, 24 Nopember 2015

ZAENAL ARIFIN, S.Ag

|
|
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DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN DAN UPAH
Pamtangunan Pavinginasi Jaler Lingkungan, Mangaran

Dusun Aseman, Déesa Simoreio, Kecamatan ‘Wangacren

NAMA BAHAN SATUAN | HARGA BAMAN

A 3 § e s S 0T
"7 |pamea 330210560 mutu £ 300 B 5000009
1 [Pawrung = w | 180 900,00
3 . iSsnen - l . (S, _1,430,00
4 [PesiBuon_ I
5 __[Weri Fuceh — s P =1
5 |Pasy paseng — [ oo
b —_— —_— _— - — I _ 4 —
|
' 1T oM l 82,500,
e ‘ =
' l L
l "

Bimeteto, 24 Nopestar 2093

Dglgpasana Fagutas
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GAMBAR FISIK
PEMBANGUNAN PAFINGISASI JALAN LINGKUNGAN MANGARAN
DUSUN ASEMAN DESA BIMOREJO
KECAMATAN WONGSOREJO

KONDISI 0 %

Bimorejo, 24 Nopember 2015
PelaksapaRegiatan
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7
V4 SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
' 4 (SPF)
DESA RIMOREJO KECAMATAN WONGSOREJIO
TAHUN ANGGARAN 2015
| Bldmy o
2 Keglaay S ANT
J  Wakas Pelebsenaan 29 Jeetieed 2012
Rireias Peadanam

TUMLAH

Kertas HVS F4 70 Gesre, Detiia mas

Tira Prierer Black

Spaded Keaal

2.

Srwihekeer Pistik, . Ses Grall

Belargs Cetak dan Proggondesn

450

Belarga Pengpardan

250.000,00] 45000008

2.0
o]

3.

Belarga Makanes dw Miruman

|
G00| 1838 TES

T

Belaro pedobman dires dalem daernt
Perbmsn: Dits dalen Wilayak Kec.
- Pesjalen diten Perwighat Dess
Permlarsst D & Luse Wikyah 125000 00
Kecasaten mdalam Kabupooen
- Perjalan dinas Kepals Ders 125,020 12500000]  125.000,00]
+ Patjalan dir Fermghat Deia 0,00 [ 0, 084
|
JUMLAN 2754.450,80| 0.8 273845600(28as000) 0
Rirmsecie, 28 1l 2013
Tetsh dilahuksn Verifidasi Prlskosis Kegiatan (FK )

SYAMSULRIZAL

Teld
HEND. A
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RENCASA ANGGARAN BIAVA

VB ARY
DESA BIMOREIO KECAMATAN WONGSOREIQ)
TAHUN ANGOARAN 2016
1 Hideg i1
3 Kegian s 1110
3 Waktu Pelokaurman 1 29 Jaewuari 2013
Rinchan Pendanaan 1
HARGA
NO URAIAN VOLUME | SATUAN | moMLAH(G) | Xe
iRyl
Y =S e T (ERG Y ! <
"Belnjo Darang das Jaa 2738 450,00
Berbanjn Barsng Habis Pebai 328 A50,00
1 Belaejs Alet Tulis Kamoe Al 228450,00
~Bullpoire Faser 6 I Lisn| 358000 57.600.00
Wertas 12V'S F4 70 Gram, Dusis mes 1 e | 3R000080 76.000.00
Tasa Prinic Wack R 44.030.100]
1 | Seloai Kesli BT 1 #00% 3.600.00 ‘
“Saclhekist Plasth, S Oull N i 1 650,00, 45.200,00
"2 |Belanh Cotik dan Perngpandens 430000.00]
- Fanw Copy Ty sa 6.000,90 450.000,
3, | Belaje Makarian des Miname = LAS00000f |
{ Belenjs muabaan doo Mioumaz Rapst 75 Kou 3300050 LE75.000,00
4. Belanja Perjalanss Dinas S | 85000005
Belenje perjalanmm finae dalse de=ih 1 85.000,00
2 Pecjalatan Dimas dalem wilkyak Kee 60,000,000
< Perjuban dines Peranghan Dee I AM 10.005,00| 60.000,00
b Perjelaman Dicas i Lear Wilaysh Kecamman [t 124.000,00|
« Perjalant dirows Kepals Doia I AM 125,000 §25.000,00
« Perjuimar dins Persnghal Doa o0
§ JUMLAH 2,715 430,000
Bimoewo, 28 Juli 2015
Pelabsara Reglauan
!
=

"
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PFERNVATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
DESA BIMOREJO KECAMATAN WONGSOREJO KABUPATEN BANYUWANG)
TAHUN ANGGARAN 2015

: Bideng |
3 Kegiatan L 118
J Wakiu Pelabsanom 29 Juvszet 2015

| IN
| NO PFENERIMA URATAN JL' M:“
EE Sl oo B AR B - S ! =
Toko “ SAHABAT “ ATK 22848300
|
I | Toko “SAHABAT* Fors Copy matict! enusgeshasgdes -'50.')00.&‘01
3 | Wimmg " I KARMEN * Manit et marira 187500050
§ |Kepein Do des Perghoe Desa  (Peciaboun Dinas Kades dan Pausgsat 18500020
Desa
|
|
|
.
JUMLAMN 2 73I3.450,00

Sokn ~ buknl penpeisran sies felenp ool i etes sebegaimars terimeplr |, uneulk kelemgharen
adrriniesani dan pesterikasan sesaal perarran penadan purstangsn

Demikign surst permpatasn s di boat dengan scbesartya

Barercys, po b
Priultsse Keg PR
|"' .‘* ";
7o

{
SYWMSUL iZal
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[ LAMPIRAN 8 ]

——

ALOKASI DANA DESA ( ADD )

KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2015

LOKASI
DESA BIMOREJO
KECAMATAN WONGSOREJO

LAPORAN
PENYERAPAN DAN PEMANFAATAN

OLEH
PEMERINTAH DESA BIMOREJO
KECAMATAN WONGSOREJO
KAB. BANYUWANGI

2016
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